
PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

Nomor SOP PPLKPI-83-SOP.OO1

Lintas Fungsi Melaksanakan P€nyimpanan Sementara Limbah 83

Aktifrta6 Lintas Fungsi
Melaksanakan Verifikasi Lapangan untuk Memaslakan Pemenuhan
PerByaratan Administasi dan Teknis Penyinpanan Sementara
Limbah 83

Tanggal Pembuatan 12 Januati 2022

Tanggal Revisi .Z.i?RIFN.
Disahkan oeh GKUNGAN HIDUP

{1,.

DINAS LINGKUNGA

HI

DENNI s.E.,t.M.

\ o 200604 1 003

Dli/AS LINGXUNGAN HIDUP Judul SOP Rincisn Teknis Tsmpet Psnylmpanen S.ment r. Limbeh 83

Dasar Hukum Kualifika6i p€laksana

1. Undang-Undang No. 32/2009, tentang Perlindungan den Pengelolaen Lingkungen Hidup

2. Undang-Undang No.32009, t6ntang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3. P€nn6n LHK No.6 T6hun 2021 Tentang Tata Care dan PeBeyaEtan Pong€lola8n Limbah
Bahen B€rbahaya den B€racun

4. P€returen DaerahJevra BerEl P6rda No.23lahun 20'12 Tentrang Pengelolaan Limbah 83 di
Jawa Beaat

5. P€raturen Daerah Kota Bogor Perda No.1 tahun 2014 Tentang PerlidungEndan PengololEan
Lingkungen Hidup

1. M€mehami telkgil dengan Pongema86n Limbqi 83 di TPSLB3

2 Memahami Poncatetan Limbeh 83 di TPSLB3

3 M€miliki p€mshaman tontang p€nyimpanan TPS Limbeh 83

4 Memiliki kemampuan untuk melakukan Venfikasi Lapangan

Kelerkaitan PeralBten/p€rlengkapan

1. SOP Rincian Teknis Tampal Penyimpaoan Somsntara Limbah Bahan Beoahaya dan
Beracun (TPSLB3)

1 AlatTulis

2. Cam6ra / HP Androad

3. Bedtr Acera
4. PC / Lapiop

5. P€domEn/JukniB p€mbuatan TPS Limbah 83

Peringatan Pencatatan dan p€ndataan

'1. Pengelola TPS Limbah 83 wajib melekukan pelaporan limbah 83 s€cara Tdwulen m€lElui
Aplike3i Polaporan Limb6h 83 online {6imp€la.m€nlhk.go.id)

2. P€ngolola TPS Limbah 83 wajib melakukan pelapor8n Sece€ Pedodik Masuk dan K€luar
Limbeh 83 melelui Aplikasi 83 online (htFs://plb3.menlhk.go.id/siraja-
2O2Z login l.tdox/ app I si 4a)

3. Penanggung Jawab Usaha dan/eleu k€giatan waiib m€ngajukan p€rubahan izin iika teriadi
perubahan

4. P€mohon agar manindgklanjut rekomandasi ini menjadi izin Pongelolaan Limbah 83 untuk
kegietan p€nyimpenen limbah 83 keporangkat Da€rah yang mengurus izin selambal
lembatnya 60 (€nam puluh) hsri 6€jak langgal rekomendesi dikeluarkan. Ap€bile melewati
waktu torsebut, Maka dengsn s€ndirinya rekom6ndasi ini dianggap betal

'1. labntila8 Pemohon

2. KondBi TPS Umbah B]

3. MoU d6ngan Pihak Koliga yanq b€diBomi dari KLHK

4 TitikKoordinalTPSLB3

5 Kelengkepan TPSLB3

6. Noraca Limbah 83
7. Sumber, Jenis dan Karakter Limbah 83
6 Desain dan GambarTPSLB3

:rr r r:



Prosedur Rincian Teknis Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPSLB3)

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Kopala DLH Ka.Bidang
Tim P6ngendalian

Pencomalen Limbah Bahen
Berbehay. dan B...cun (93)

Tim Vorifik.sl Petuga3 Pemohon Kolsngkapan Waktu Output

T Mengajukan P€rmohonan Rincian loknis TPS Limbah 83 kepada Dinas
Lingkungan Hidup Kota Bogo. dengan m€lampirkan 56mua persyaratan
sesuar k6tent!an

Tdak

suraUbeftas
Permohonan Rincian

Teknis TPS LB3

t hari Tanda Terima

rE-

<-

-t
E

,t

Ya

Menyomhkan surel pormohonan Permohonan Rincian Teknis TPS
Limbah 83 kepeda kepela Dinas Lingkungen Hidup Kota Bogor melalui
begien TU pada Dinas Lingkungan Hidup

Suret, 16mbar

disposisi
20 menit DEposisi

3 Monyerahkan sural pormohonan Permohonan Rincian Teknis TPS
Limbah 83 dari kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor mglalui
Sekretaris kepada Kopala Bidang PPLKPI

su ravbarl.as
permohonan

5 menit Tanda Terima

Menyerahkan suret pemohonan Pemohonan Rincian Teknis TPS
Limbah 83 dari Kepala Bidang k6 Jabatan Fungsional Pengendali
Dampak Lingkungen Muda PPPL83

sursvbarkas
permohonan

5 menit Disposisi

5 Staf Pelaksana validagi kelengkapan berkaS Pemohonan Rincian TBknis
TPS Ljmbah 83. Jika yA memonuhi syarat disorahkan kapada Jabaian
Flngsional Pengendeli Dampek Lingkungan Muds PPLB3 Jike IrDAK
drkembahkan kepada P6Inohon untuk (,ilongkapi.

Berkas Permohonan t hari T6nda Torima /
Dokumentasi

YA

T dak

6 Jabatan Funggionel Pengondeli Dampek Lingkungen l,luda PPLB3
menedma bertas p€mohon yang sudah l6ngk6p dad tim veifikasi dan
menladwalkan untuk melekuken verifikesi l€pengan

Beftas P6rmohonan 2 hati Tanda Torima /
Dokumentasi

7 Tim Verilikasi melakuken v€rifkasi ke lapang€n dan membuat Eerita
Ac€ra Vorifikasi lapangan

Suret Pennbh dari
KapdlE DLH

t harr Tanda Terima /
00kumentasi

Jabatan Fungsionsl Pengendeli Dampak Lingklngen ltluda PPLB3
menelaah haslverifikasi lapangan ber6am6lim v€dfikasi, jika fA
m6m6nuhi sy€rat dibuat Berita Ac€ra veriflkasi lapangan untuk ditelaah
oleh Kopsle Bdang jika IrDAK memonuhi sya6t diberikan saran isknis
k€pada Pemohon melalui Petugas

Hasil Veifikasi dgn
Sgran t6kniB ke

p6mohon

2 hati oata dan
lnformasi

9 Kopala Bidang m6nelaah Rincian TekniB dari Jsbatsn Fungsional
Pongondali Drmpak Langkungan Muda PPL83 untuk dit€ruskan kepada
k6pala DLH.

Haeil Verifka8i
Lgpangan

1 hari Nota 0inas

10 Kepala OLH menandatangani Surat Pemohonan Rincian Toknis TPS
L83

Sural Permohonan
Rincian T€knis TPS

LB3

3 har Surat Rincian
Taknis TPS LB3

11 Polaksana paie tim vorifikasi / petugas m€ndata/monga6ipkan Surat
Rincian Teknir TPS 183 yang t6lah ditand+tangani

Suaal Permohonan
Rincian Teknis TPS

LB3

1 jam 0atabase/arsip

12 Ponyorahan Eerkas Rincian Teknis Tempal Penyimpanan Sementala
Limbah Bahar Bedahaya dan Beracun (TPSLB3)dan pemohon atau
pelaku usaha ag6r mongintegraSikan ke dokl./men UKL-IJPL atau
AMDAL

Beftas Rincian
Teknis TPS LB3

t hari Tanda Terima

!

1
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PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

Nomor SOP PPLKPI.B3-SOP-OO2

Melaksanakan Penyimpanan Sementara Limbah 83

Aklifitas Lintas Fungsi
Melaksanakan Verifikasi Lapangan unluk Memastikan
Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis
Penyimpanan Sementara Limbah 83

Tanggal Pembuatan 12 Januati 2022

Tanggal Revisi -z:=\
Disahkan oleh GKUNGAN HIDUP

0lllAs LINGKUNGN
HIDUP

o DENNI , s.E.,M.M.

o NGf . 1 200604 1 003

DINAS LINGKUNGAN HIOUP Judul SOP Jasa Pengangkutan Limbah lnteksius Rumah Tangga

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

6. Surat Edaran Nomor. 658/1545/8lD.ll/2020 Tentang Tata Kelola Penanganan Limbah
Infeksius (LB3) di Fasyankes dan Rumah Tangga di Jawa Barat Sebagai Antisipasi
Fenyebaran CQVID-19

7. Surat Edaran Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Nomot 44,.1421 - PPLKPI Tentang
Limbah lnfeksius dari Orang Dalam Pemantauan (ODP) Corona Virus Disease (COVID19)
\ang Berasal Dari Rumah Tangga

L Untuk mencegah alau mengurangi dampak limbah b3 terhadap lingkungan hidup

2. Untuk menghindari penumpukan limbah diTPS 83

3. Mengangkut dan memunaskan Limbah 83 anfeksius

4. Pengumpulan limbah b3 infoksius rumah tangga dibantu oleh sanilasi yang berada
di Puskesmas Sekota Bogor

5. Petugas dari Puskesmas/Sanilarian yang m€mbantu pengambilan dari setiap
sumber limbah yang dikemas dalam Kantong lnfeksius warna Kuning setiap lokasi
pengumpulan yang telah ditentukan sebelum diserahkan ke p€ngelola Limbah 83
(Pihak ke 3)

KOTA BOGOR

:iirrr:
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Lintas Fungsi

'L !ndang-Undang No. 32/2009, tentang Perlindungan dan Pengololaan Lingkungan Hidup

2. FP No. 22 fahm 2021Tetang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan
Flidup

3. Feraturan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehuianan Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2o15 Tahun
20'15 tentang tata cara pengolahan Limbah 83 dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

4. koputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 02.01/Menkes/202l2020 tentang Protokol lsolasi

diri sendiri dalam penanganan Corona Virus Tahun 2019 (COVID-'19) dani

5. r:curat Edaran Nomor. SE.2/MENLHl</PSLB3/PLB.3/3/2020 Tentang Pengelolaan Limbah
lrrfeksius (Limbah 83) dan Sampah Rumah Tangga Dari Penanganan Corona Virus Disease
(DOVTD-19)



Kete iaitan Peralatan/perlengkapan

'1. SOP Jasa Pengangkutan Limbah lnfeksius Rumah Tangga 1. Alat Pelindung Diri (APD)

2. Masker

3. Sarung Tangan

4. Safety Shoes

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1 . Setiap Pengangkutan Limbah 83 lnfeksius Covid-1 9 ditilik kumpul Puskesmas menyertai
dokumentasi dan Manifest

2. Jasa Angkulan Limbah 83 mengangkut limbah b3 infeksius tiap bulan

3. Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi

Perubahan

4. Pemohon agar menindaklanjut rekomendasi ini m€njadi izin Pengelolaan Limbah 83 untuk
kegiatan penyimpanan limbah 83 keperangkat Daerah yang mengurus izin selambat-
lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal rekomendasi dikeluarkan. Apabila melewali
waktu tersebut, Maka dengan sendirinya rekomendasi ini dianggap batal

1. Jumlah Limbah 83 lnfeksius Rumah Tangga

2. Jadwal Pengangkutan limbah 83

3. Manifest Limbah 83 lnfeksius

4. lnvoice dan kwitansi bermaterai '10000

5. Dokumentasi Pengangkutan Limbah 83 lnfeksisus



Prosedur Pelayanan Jasa Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah 83

No, Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

DLH

Jaga
Pengangkut dan

Pengglolaan
Limbah 83

Puskesmes Sanitarian / Kader Masyarakal Kelengkapan Waktu Output

1 Limbah dai ODP Rumah Tangga atau lsolasi Mandiri COVID-19

rE El
l-] <-

Penghasil Limbah Limbah

2 Pengambilad Lrmbah dari ODP Rumah Tangga atau lsol€si Mandiri
covrD-19

Alat Pelindung Diri
(APD)

Limbah

3 Titik Pengumpulan Llmbah COVID-19 lsoman rumah tEngga Alat Pelindung Diri
(APD)

Limbah

4 P6ngangkutan/Pengelolaan Pengambilan di titik pengumpulan Limbah B3 Jumlah Limbah B3 Limbah

l\4enandatangani bukti serah terima limbah dan man ilest serta Jasa
Pengangkut dan Pengelolaan mengajukan lnvoice dan Kwitansi
bermaterai 10000 serta dokumentasi pengangkutan Limbah 83

Adminiskasi Surat
Pertanggung

Jawaban (SPJ)

Berkas

t--



PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

Nomor SOP PPLKPI-PPAUL-SOP-OO3

Lintas Fungsi
Melaksanakan Kegiatan Pencegahan Pencemaran
dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Aktifitas Lintas Fungsi
Melaksanakan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan
terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut

Tanggal Pembuatan 12 Januari2022

Tanggal Revisi

Disahkan oleh NGKUNGAN HIDUP

Df{As* *
s.E.,M.M(i

200604 1 003

DINAS LINGKUNGAN HIDUP Judul SOP

eerm&qeElttffiiuan Teknis dengan Standar
Teknis dan/atau KaJian Teknis Pembuangan dan

Pemanfaatan Air Limbah (SeauaiPErmen LHK No.5
Tahun 2021)

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Undang Undang No. 11 Tentang Cipta Kerja

2. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan
Pangelolaan Lingkungan Hidup

3. Paraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 5 Tahun 2021 Tentang
Panyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

1. SMA/D3/S1/S2

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. S)P Permohonan Persetujuan Teknis dengan Standar Teknis dan/atau Kajian Teknis
Prmbuangan dan Pemanfaatan Air Limbah (Sesuai Permen LHK No. 5 Tahun 202't)

1. ATK

2. Komputer/Laptop dan Printer

3. Dokumen

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Edu waktu untuk melakukan penjadwalan pembahasan, survey lapangan dan Pembahasan
Rrbaikan

2. Llmanya penyampaian hasil perbaikan dokumen dari Pemohon/Konsultan Penyusun

3. Eokumen tidak diperbaiki sehingga melebihi waktu yang ditentukan

1. Dokumen Data-data LAKIP

KOTA BOGOR



SOP Permohonan Persetujuan Teknis dengan Standar Teknis dan/atau Kajian Teknis Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah (Sesuai Permen LHK No. 5 Tahun 2021)

Nlo. Kegiatan

6ana M utu Baku

Ketemngan
Pemohon Kopala Dinas

Sekertari8
DinaB

Kabid PPLKPI
Tlm Pengendallan
Pencemaran Air,
udara dan lrh6n

Staf Penorima
Berkas

Tim Teknis Penilaian
Subltansi PerlDk

Kelengkapan Wsktu Output

.1 Pemohon menyampaikan surat
pamohonan Pcrsetujuan TakniB dan Dokumen

2 hari

Tanda Terima Pamohon Mendaskripken
Jenis Usaha dan/atau

Kegialan yeng dilakukan

2 Psmarik6aan Kolengkapan ,L Formuiir Kelengkapsn
B€rkas

Perbaikan lebih deri 10 Hari
haruB mambuet p€rmohonan

baruValidasi Ookumen

t- *___l
Fomuiir K.lcngkrpan

Bsrkas

A Oisposisi Surst

_-l
Suret Pormohonan

dan BA Pertek
Disposisi

Monerime d6n msndispooisikan suret
k6 K6bld PPLKPI -l

Surat P6rmohonan
dan BA Portek

Disposisi

Monorima dan mondispoolsikan Surat
ke Kasi --l Surat Permohonen

den BA Pertok

7 P6mbuatan BA. Kelengkepan
Dokumen P6rtek ---l Surat P6rmohonan

dan BA Partsk BA. Kelongkapan
Dokumon Portsk

BA K6l6ngkapan Dokumen
Pertok diser8hkon ke

Pemohon

8 P6nilsian Subttansi :

1, Ekspo8soleh P€mohon
2. Kunjungan LapangEn (Apabila

diperluken)
3. Pombeharan dan Pcrbaikan

P.rb!ikrn

T

Bahan Ekspos6 dEn
Dokumgn

30 harl

Notul6nsi heBil
penilaian

Porbaiken HsEil
Pembehesn Substansi

I Borita Acara Ponolakan ParBrtujuen
Teknls

SLESAI __J
BA Penileian

Substansi
SuEt Panoleken

PerB€lujuan
T6knis

,0 P6mbuatan dan Prnandalangenan
Persetujuan Barita A€ra Ponilaian
Substansi oleh Tim Taknig

BA Ponilaian
Substansi

BA PEnilaian
Substansi

Pihak Pemohon dan Tim
TBknis mendapatkan

Substansi

r1 Pembuatan Surat Perg€tuiusn Teknis

r
BA Psnilaian

Sub8t6nsi
Surat Persotujuan

Teknis

12 Paraf Sural Pors€tujuan Teknig
BA Panileian

Subslansi

Surat PerEatujuan
dan BA Penilaien

Substansi

r3 Paref Suret Perc€tujuan Taknig

t-
Sural Persotujuan dan

BA Psnilaian
Sub8tansi

Surat P€rs€lujuan
dan BA Penilaian

Subslansi

t4 Persotujuan Teknis L- Surat Persetujuan dan
BA Penilaian

Subslansi

Surat Perselujuan
Teknis

I

I

L

[-

i-



PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

Nomor SOP PPLKPI-PPAUL-SOP-O04

Lintas Fungsi
Melaksanakan Kegiatan Pencegahan Pencemaran
dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Aktifitas Lintas Fungsi Melaksanakan Pengujian Kualitas Udara

Tanggal Pembuatan 12 Januari 2022

TanggalRevisi

Disahkan oleh LINGKUNGAN HIDUP

*

s s.E.,M.M.

o 200604 1 003

DINAS LINGKUNGAN HIDUP Judul SOP

PermohMerdfijuan Teknia dengan Standar
Teknis danlatau Kajian Teknis Pengendalian

Pencemaran Udara (Sesuai Permen LHK No. 5 Tahun
20211

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Undang Undang No. 11 Tentang Cipta Kerja

2. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan
Peng+lolaan Ling kungan Hidup

3. Peratilran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 5 Tahun 2021 Tentang
Peny6lenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

1, SMA/D3/S1/S2

Keterkaitar Peralatan/perlengkapan

1. SOP 2ermohonan Persetujuan Teknis dengan Standar Teknis dan/atau Kajian Teknis
Pengandalian Pencemaran Udara (SesuaiPermen LHK No. 5 Tahun 2021)

1. ATK

2. Komputer/Laptop dan Printer

3, Dokumen

Peringata 1 Pencatatan dan pendataan

1. Perlqwaktu untuk melakukan penjadwalan pembahasan, survey lapangan dan Pembahasan
Perbrikan

2. Lamqrya penyampaian hasil perbaikan dokumen dari Pemohon/Konsultan Penyusun

3. Dokurnen tidak diperbaiki sehingga melebihi waktu yang ditentukan

1. Dokumen Data-data LAKIP.

KOTA BOGOR

-:ililr:



SOP Permohonan Persetujuan Teknis dengan Standar Teknis dan/atau Kajian Teknis Pengendalian Pencemaran Udara (Sesuai Permen LHK No. 5 Tahun 2021)

No. Kogiatan
Pemohon Koprla Dinaa

SekertarlB
Dinaa

Kabid PPLKPI
Tim Pengendalian
Pencemaran Air,
udar6 drn lahen

Staf Penerima Tim Tsknls Penilalan
Substansi Psrt6kBorkas

Kelongk!prn Waktu Output
Keterangan

1 Pomohon monyampaikan sural
pBrmohonan Persetujuan T6knis

Surat Parmohonan
dan Ookumen

2 hari

Tanda Terima Pemohon Mendc8kripken
Jenis Ushs d6n/etau

Ksgiatan yang dilakukan

2 Pemgriksaan Kolengkapsn ,L Fomuiir Kelengkapan
Berkss

Parbaikan l6bih dari 10 Hari
haruS membuat permohonan

baru2 Vslidasi Dokuman

t- Y --l Formuiir Kelengk6pan
B€rkas

4 Disposrsi Surat

__l
Surat Psrmohonan

dan BA. Portek
DisposiBi

5 Monerima dan m€ndigpoSisiken surat
ke Kabid PPLKPI --l Surat Pormohonan

dan BA. P6rt6k
Dispo6isi

6 Msnerimr den mendi$oricikan surat
ko KsEi __l Sumt Pemohonan

dan BA. Pertek

7 Pembuatan BA. Kel6ngkapan
Ookumen Portok -l

Surat Pormohonan
dan BA. Pertek BA. Kelongkapan

Ookumen Psrtok

BA Kel€ngkapsn Ookuman
Pertsk dis€rahk€n k6

Pemohon

8 Penilaisn SubEtansi i

t. Eksposc oleh Pemohon
2. Kuniungan Lapangan (Apabila

diporlukan)
3. Pombahalen dan Psrbaikan

P6rb!ik.n

T

Bahsn Eksposa dan
Dokumen

30 hari

Notulensi hasil
penilaian

Psrbaikan Hasil
Pembahasan Substensi

o B€rila Acere Psnolaken Pcrsctujuan
Teknig

lEutar

BA Pcnilaian
Substensi

Surat Panolakan
PsB€lujuen

T.knlc

10 Pcmbuatan dan Ponandatanganan
Psrstujuan Berita Acara Pgnilaian
Substansi ol6h Tim Toknig

BA Psnilaian
Substensi

BA Ponilaian
Substansi

Pihak Psmohon dan Tim
T6kni8 mandapatkan

dokumen BA Pcnilaien
SubstanBi

11 P6mbuatan Surat Percetu.iuan Teknig

[-
BA P6nilaian

Substansi
Surat Perg€(ujuan

T6knis

Para, Surat Perselujuan Toknl8
BA Penilaian

Substansi

Surat PaBolujuan
dan BA P.nilaian

Substansi

'13 Perat Surel Pemtujuan Toknig

t-
Surat Persstujuan den

BA Penilaien
Substansi

Surat PeBelujuan
dan BA P6nilaian

Substansi

14 Persetujusn Teknis L- Surat Persetujuan dan
BA P6nilaian

Subslansi

Surat Per8etujuan
Toknig

ll
I

-

L ___l

t-

t-



PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
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XOTA BOGOR
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Nomor SOP PPLKPI-PPAUL-SOP-OO5

Lintas Fungsi
Melaksanakan Kegiatan Pencegahan Pencemaran
dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Aktifitas Lintas Fungsi Melaksanakan Pengujian Kualitas Air

Tanggal Pembuatan 12 Januari2022

TanggalRwisi

Disahkan oleh HIDUP

* o/trqs

s S.E.,M,M.

o 200604 1 003

DINAS LINGKUNGAN HIDUP Judul SOP

--\ v v lj
Permohdir*rfl&fdfbuangan dan Pemanfaatan Air

Limbah (Sesuai Permen LHK No. 5 Tahun 2021)

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Undang Undang No. 11 Tentang Cipta Kerja

2. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 5 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

1. SMA/D3/S1/S2

Keterkaitan Peralatan/perlen gkapan

1. SOP Permohonan SLO Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah (Sesuai Permen LHK

No. 5 Tahun 2021)
1. ATK

2. Komputer/Laptop dan Printer

3. Dokumen

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Perlu waktu untuk melakukan penjadwalan pembahasan, survey lapangan dan Pembahasan
Perbaikan

2. Lamanya penyampaian hasil perbaikan dokumen dari Pemohon/Konsultan Penyusun

3. Dokumen tidak diperbaiki sehingga melebihi waktu yang ditentukan



SOP Permohonan SLO Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah (Sesuai Permen LHK No. 5 Tahun 2021)

No, Kegiatin

slaksana

Kotorangan
Pemohon Kepals Oinas

Sekert8rlE
Dlnaa

Kabid PPLKPI
Tim P€ngondalisn

dan lahsn

Stsf Penerlma
Borkes

Tlm Teknis Penllalsn
sLo

Kelengkepan waktu OutFrt

1 Pemohon m€nyampaikan guEt
parmohonan SLO dan Dokumen

2 hari

Tanda Terima Pemohon Mendeskripsikan
Sarans den PralaEnE

pengendalian udsm yang
tarbangun

2 Pemeriksaan Kelengkapan
T

Fomuiir Kelsngkspan
Barkas

Perbaikan l6bih dari '10 Hari
harus memb0at

p€mohonen baru2 Validasi Dokumen *_l Fomuiir Kelsngkapan
Blrkas

4 Disposisi Surat

__-l
Suat Pamohonan

den BA. Kelengkean
sLo

Disposisi

5 Men6rima dan mendisposisikan _-l Sur6t Pamohonan
dan BA. Kal6ngk+.n

SLO

Dispcisi

6 Menarima dan mandEposblkrn
curat ko l<asi -l

Surat Pemohoron
dan BA. Kslengkapan

sLo

7 Pcmbuaten BA, K€l6ngkapan
Dokum€n SLO

Su€t Plrmohonrn
den BA. Kclcngkapan

sLo

I Verilikssi Oleh Tim:

1. Msmaalikan kesesuaian antara
Standar Taknis dan/abu Kdien
Tal(nls d6n9an Pgmbangunan
Samne dan Prasarans P€ngolehan
air llmbah
2. Msmactikrn b€rfunosinya Sa6ne
dan pm3aEna Pengohhan air
limbeh

Bahan Ekspo$ dan
Dokumen

5 harl

Notulensi
P€mbahamn

Perbaikan Hasil Voritika8i

9 Plmbueten B€dte Acars Parbaiksn
Dokumon

Bahan Ekspos dan
Dokumen

BA Perbarkan
Dokum6n

'10 P.mbuatan dan Pard B€rita Aers
V€rifikasi oleh Tim Teknis den SLO I

Bahan Ek!rcss du
Ookumen

BA.PeMtujuan
V6rifikali den

sL0

11 Panf Bed{a Aere Veriflkasi oloh
Tim Taknis den SLO

BA. PeF6tujusrl
Verifikasi dan SLO

BA. PeEatujuan
SLO

12 Para, Berita A€E Varillkasi oleh
Tlm Toknis dan SLO

BA. Perselujutr
Vodfikasi d6n SLO

BA. PeEotujuan
Varifikali dan

SLO

13 PeBeturuan Teknb Berita Aers
Vontikasi oleh Tim Tetnig

BA. PeBetujua
Vorilikasi dan SLO

BA. PeBo{uiuan
Verifikari dan

sLo

14 Penerbitan SLO sLo

3 heri

sLo

I

t--

t-

L



7-rl

KOTA BOGOR

:ili?r:

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

Nomor SOP PPLKPI-PPAUL.SOP.OO6

Lintas Fungsi
Melaksanakan Kegiatan Pencegahan Pencemaran
dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Aktifitas Lintas Fungsi Melaksanakan Pengujian Kualitas Udara

Tanggal Pembuatan 12 Januari2022

Tanggal Revisi

Disahkan oleh LINGKUNGAN HIDUP

4'.{.
L

* D'i,AS

o s.E.,M.M.

o
G tm 200604 1 003

DINAS LINGKUNGAN HIDUP Judul SOP
Permohonan SLO Pengendalian Pencemaran Udara

(Sesuai Permen LHK No. 5 Tahun 2021)

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Undang Undang No. 11 Tentang Cipta Kerja

2. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 5 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

1. SMA/D3/S1/S2

Keterkaitan Peralataniperlengkapan

1. SOP Permohonan SLO Pengendalian Pencemaran Udara (Sesuai Permen LHK No. 5 Tahun
2021)

1. ATK

2. Komputer/Laptop dan Printer

3. Dokumen

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Perlu waktu untuk melakukan penjadwalan pembahasan, survey lapangan dan Pembahasan
Perbaikan

2. Lamanya penyampaian hasilperbaikan dokumen dari Pemohon/Konsultan Penyusun

3. Dokumen tidak diperbaiki sehingga melebihi waktu yang ditentukan



SOP Permohonan SLO Pengendalian Udara (Sesuai Permen LHK No. 5 Tahun 2021)

^.1
Kegiatan Keterangan

Pemohon Kepala Dlnag
Sekertarls

Dinag
Kabid PPLKPI

Tim Pengendalian
Pencemaran Air, udara dan

lahan

Stat Penerima
Berkas

Tim Teknis Penllaian
sLo

Kelcngkapan Waktu Output

1 Pemohon menyampaikan Surrt
permohonan SLO -l Surat Permohonan

dan Dokumen

2 hari

Tanda Terima Pemohon Mendeskripsikan
Sarana dan Prasarana

pengendalian udara yang
terbangun

2 P6merjksaan Kelengkapan
T

Formuiir Kelengkapan
Berkas

Perbaikan lebh dari 10 Hari
harus membuat

pemohonan baru2 Validasi Dokumen T Formuiir Kelengkapan
Berkas

4 Disposisi Surat

__l
Surat Permohonan

dan BA. Kelengkapan
sLo

Disposisi

Menerima dan mondigposisikan surat
ke Kabid PPLKPI --l Surat Pemohonan

dan BA. Kelengkapan
SLO

DiBposisi

6 Menerima dan mendiBposisikan gurat

ke Kasi
Surat Permohonan

dan BA. Kelengkapan
SLO

7 Pambuatan BA. Kelengkapan
Ookumen SLO

Surat Pemohonan
dan BA. Kelengkapan

SLO

8 VerifikaEiOleh Tim:

'1, Msmestiken kesesuaian sntaE
Standar Toknis dan/a6u Kajian
Teknls dcngan Pembgngunan
Sarana dan Prasarana Pengendalian
Udara
2, Memastikan berfungginya Barana
dan prasarana /pengendali
pencamaran udara

Pcrbaikah T

Bahan EksposE dan
Dokumen

5 harl

Notulensi
Pombahssan

Perbaikan Ha6il Verifikasi

I Pembuatan Berita Acara Perbaikan
Dokumen

Bah6n Ekspos€ dan
Dokumen

BA. Perbaikan
Dokum6n

16
Vorifikasi oleh Tim T€kniB dan SLO

T-
Bahan Ekspose dan
Dokumen

BA.Persetujuan
Verifikasl dan SLO

11 Paraf B€rita Acara Verifikasi oleh
Tlm Teknis dan SLO

t-
BA. Pe6etujuan

Verifikasi dan SLO
BA Persetujuan

sLo

Paraf B€rita Acara Verifikasi oleh
Tim Teknis dan SLO

BA. Persetujuan
Verifikasi dan SLO

BA. Perbetujuan
Verifiksi dan SLO

Persetujuan Teknis Berita Acara
Verifikasi oleh Tim Teknis

BA. Persetujuan
Verifikasi dan SLO

BA. Persetujuan
Veriflkasi dan SLO

1 sLo
I

SLO

3 hari

sLo

t-

*-l

t-

L-



PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

,-!

KOTA EIOGOR

Nomor SOP TL-DL.SOP.OOl

Lintas Fungsi
Melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan
Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga
Kemasyarakatan Tingkat Daerah

Aktifitas Lintas Fungsi
Melaksanakan Pendampingan Gerakan Masyarakat Peduli
Lingkungan

Tanggal Pembuatan 12 Januati 2022

Tanggal Revisi

Disahkan oleh LINGKUNGAN HIDUP

Dl[{s UtiGl{ut{

s , s.E.,M.M.

o 200604 1 003

DINAS LINGKUNGAN HIDUP Judul SOP
.-'ryElidalueu 

uKL-uPL

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pedindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/alau
Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Upaya
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pemyataan Kesanggupan
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

1 , SMA,/D3/S1

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Permohonan ANDAL, RKL RPL 1. ATK

2, Komputer/Laptop dan Printer

3. Kamera

4. Dokumen

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Perlu waktu untuk melakukan penjadwalan pembahasan

2. Lamanya penandatanganan tergantung kesibukan pejabat terkait

3. Lamanya penyampaian BA Hasil pembahasan dari Tim Teknis

4. Lamanya penyampaian hasil pebaikan dokumen dari Pemohon/Konsultan Penyusun

ti?i?r:

tl
V



Lingtun!.n
Llngl(ungm

1 2 3 5 6 I 9 t0 '11 12 l3
1 Pelaku !$he/k6! iabn menylsun

dokume. UKI-UPL dan Psrsetuluan

2 Pemohon menyampaikan surat
Prmohonan pembahasan dokumen uK!
UPL disenai PeEelujua. Telnis

dokumen UKL-UP! dan

3 SuEt p6mohon dit rima oleh D nas
Lingkungan Hidup Kolia Bogor

Mgn€hma dan mBndbpo.rdkan sLrrat ks
Bdeng Tala Lingkungan

SlEl Pemohoian dan

5 Memsrjksa dan ri€ndisFosisrksn sural ke
Sub &ordin8ior P6nc€gahan Dampek
Lngkungan Lrrtuk melakukan Uj
admlnist_asl le.hads dokumen

6 B€rsama- sama Statr untuk membuai
konE€p sural dsn p€ijadwa an .arEt
penilaian untuk penbah3san doklman
UKL.UPT I P€rmohonan dan Doi(l]men

Pendislibusian Sulat Undangan dan

I
8 Peme.iks6e. o eh lih UKL UPL

I
I Revlsi dan PerbaiKan UKL-UPL t

1

10

1l 2 Hari Apebila Trdak ada €vis

'12

r'--



PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

KOTA BOGOR

_ttttt-

Nomor SOP TL-Kemitraan-SOP-002

Lintas Fungsi
Melaksanakan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup
Tingkat Kota

Aktifitas Lintas Fungsi Melaksanakan Pembinaan Sekolah Adiwiyata

Tanggal Pembuatan 12 Januati 2022

Tanggal Revisi

Disahkan oleh LINGKUNGAN HIDUP

DlIIAS LINGKUN

, S.E.,M.M
s

o 2 200604 1 003

DINAS LINGKUNGAN HIOUP Judul SOP
' 'F#rriaan 

Sekolah Adiwiyata

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan tindak lanjut Peraturan Menleri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2009,
tentang pedoman pelaksanaan program Adiwiyata

2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013, tentang Pedoman
Pelaksanaan Program Adiwiyata

3. Peraturan oaerah Kota Bogor Nomor: I Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Memahami Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan tindak lanjut Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2009, tentang Pelaksanaan Program Adiwiyata

2. Memahami dan mengerti Panduan Adiwiyata

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Pengadministrasian Dokumen 'l Komputer

2 Sekolah Calon Adiwiyata

3 Sekolah Calon Adiwiyata Nasional

4 Sekolah Calon Adiwiyata Mandiri

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1 Adanya Evaluasi Pelaksanaan Program Adiwiyata 1. Buku permohonan Data dan lnformasi



Prosedur Pernbinaan Sekolah Adiwiyata

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KetKementerian
Lingkungan

Hidup

DLH Jawa
Barat

DLH Kota
Bogor

Calon
Sekolah

Adiwiyata
K6lengkapan Waktu Output

1 Pengiriman panduan program adiwiyata
-__l

Dokumen Januari Dokumen/ Portopolio

2 Panduan prggram adiwiyata dikirimkan ke DLH Jawa Barat v Dokumen Januari Dokumen/ Portopolio

3 Panduan prlgram adiwiyata dikirimkan ke DLH Kota Bogor Dokumen Januari Dokumen/ Portopolio

4 Sosialisasi [rogram adiwiyata Buku Pedoman Februari Pengisian Form
Penilaian

5 Pembinaan Eekolah adiwiyata ---_] Dokumen Februari Dokumen

6 Pembuatan-iortopolio Dokumen profil
sekolah

Februari Profil/ Portpolio

7 Pengirirnan daftar isian kuisioner oleh sekolah ke DLH Kota Dokumen Februari Dokumen/ Portopolio

Penilaian dEn penghargaan nominasi calon sekolah adiwiyata tingkat Kota
___l

Dokumen Maret Dokumen/ Portopolio

Pembinaan-iisik sekolah v Pedoman Maret Laporan/
Berita Acara

10 Penglrirnan-kuisioner oleh PLH Kota ke DLH Provinsi Dokumen Maret Laporan

11 Penilaian d jn penghargaan calon adiwiyata oleh gubernur
I ___l

Dokumen April Penghargaan

12 Pengirirnandaftar isian kuisioner oleh DLH Provinsi ke KLH Pusat

--t
Dokumen April Laporan

13 Pembinaantdministrasi dan fisik sekolah serta persiapan penilaian Pedoman April Laporan/
Berita Acara

14 Penilaian alministrasi dan teknis tingkat pusat oleh tim penilai pusat

<- __l
Dokumen April Laporan

15 Pemberian-lenghargaan adiwiyata oleh Menteri Negara Lin gkungan Hidup Dokumen Juni Penghargaan

15

f]-* _*-l

+
*

I

I

*
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PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

Nomor SOP TL-Perlingk-SOP-003

Lintas Fungsi
Melaksanakan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (RPPLH)

Aktifitas Lintas Fungsi
Melaksanakan Penyusunan dan Penetapan RPPLH
Kabupaten/Kota

Tanggal Pembualan 12 Januati 2022

Tanggal Revisi

Disahkan oleh D lIRtfl Xo ala Dinas

Dif,lAs

, S,E.,M.M.

1} IP 200604 1 003

DINAS LINGKUNGAN HIDUP Judul SOP
-'-'"',i,r=1*uitrinlstrator 

slL

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Undang.Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik

2

4
Peraturen Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayaron lnformasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

5. Peraturcn Wali Kota Bogor Nomot 147 Tahun 2019 tentang Satu Data Kota Bogor

o
Peraturtn Wali Kota Bogor Nomor 23 Tahun 2021 tentang Sistem lnformasi Manajemen
Keamamn lnformasi

Peraturln Wali Kota Bogor Nomor 24 Tahun 202'1 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pemeri ntahan Berbasis EleKronik7

Kualifikasi pegawai yang dapat melaksanakan perannya pada prosedur yang
distandarkan alas Aplikasi Sistem lnformasi Lingkungan (SlL), adalah sebagai
berikut:

,|

2

llemiliki pemahaman tentang antar muka komputer

lvemiliki pemahaman proses pengisian data lingkungan

3. lvasuk dalam Tim Pengelola

4. l\4eiaksanakan kegiatan sesuaiAlur pada flowchad

XOTA BOGOR

t:

Undang.Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup

PeraluEn Presiden Rl Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data lndonesiap



Keterkaitan Peralata n/perleng kapa n

1
Prosedur aplikasi Sistem lnformasi Lingkungan berkaitan dengan kebutuhan informasi publik
dalam prerizinan dan pengaduan

Perangkat Lunak, yang digunakan

1. Language Framework Frontend Programming Language-ReactJs

2. Backened Programming -Laravel

3. Database Management System-Postgresql

4 Cache Management Storage

5 Application Platform-Web Application

6 ApplicationDistribution-WebBrowser

Perangkat Keras, yang digunakan:

L Server Linux

2. CPU I Core
3. Ram 16 GB
4 Memory Sforage 300 GB

5 Mouse sebagai peralatan muka

6 Monitor sebagai peralatan antar muka

7. Keyboard sebagai peralatan antar muka
Spesifikasi lnfrastruktur :

1. OperatingSystem-Ubuntu

2. Web Server-Nginx/Apache

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Keterbatasan kapasitas server

Saran pemecahan:

1. MenamDahkan kapasitas seryer

1. Dokumen izin lingkungan

2. Dokumen perencanaan lingkungan

3. Dokumen SK bank sampah

4. Dokumen lKA, lKU, IKTL, IKLH

5 DokumenRetribusiPersampahan

6 Data Pengaduan

7. Data Pengawasan



Aplikasi SIL DLH

No. Kegialan

Pelakaana Mutu Baku

Ketorangan
Bldang KerJa Programer Kelengkapan Waktu Output

1 Menyiapkan Aplikasi SIL SK Administrator SIL 1 Bulan SK Adminiskatcr
SIL

2 Mensosialisasikan Aplikasi SIL Sulal Undangan,
l,rated

2 Jafi [rateriSlL

3 Akses SIL
https;//dinaslingkunganhidup. kotabogor. go.i

d

Komputer,
lnternel,Aplikasi SIL

l men t Dashboard SIL

4 Login SIL

5 Akses lMenu Data - Pegawai

6 Klik Button Data Pegawai Baru

7 lsi semua Fom

8 Klik Submit

I Melakukan pengecekan pelaporan

10. Selesai

?

+



PEMERINTAH OAERAH KOTA BOGOR

KOTA BOGOR

Nomor SOP TL-Perlingk-SOP-004

Lintas Fungsi
Melaksanakan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (RPPLH)

Aklifitas Lintas Fungsi
Melaksanakan Penyusunan dan Penetapan RPPLH
Kabupaten/Kota

Tanggal Pembuatan 12 Januati 2022

Tanggal Revisi

Disahkan oleh NAS LINGKUNGAN HIOUP

o, s.E.,M.M.

200604 1 003

DINAS LINGKUNGAN HIDUP Judul SOP Operator SIL

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup

3. Peraturan Presiden Rl Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan lflformasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerinlah Daerah

5. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 147 Tahun 20'19 tentang Satu Data Kota Bogor

6. Peraturen Wali Kota Bogor Nomor23Tahun 2021 tentang Sistem lnformasi Manajemen
Keamanan lnformasi

7. Peraturen Wali Kota Bogor Nomor 24Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik

Kualifikasi pegawai yang dapat melaksanakan perannya pada prosedur yang

distandarkan atas Aplikasi Sistem lnformasi Lingkungan (SlL), adalah sebagai
berikut:

Memiliki pemahaman tentang antar muka komputer

2. Memiliki pemahaman proses pengisian data lingkungan

3. Masuk dalam Tim Pengelola

4. Melaksanakan kegiatan sesuai Alur pada flowchart

:rt t:

p

Kualifikasi pelaksana



Keterkaitan Peralata n/perlengkapa n

1. Prosedur aplikasiSistem lnformasi Lingkungan berkaitan dengan kebutuhan informasi publik
dalam perizinan dan pengaduan

Perangkat Lunak, yang digunakan:

1. Frontend Programming Language-Reacus
2. Backened Programming Language Framework-Laravel
3, Database Management System-Posfgresg/
4. Cache Management Storage
5. Application Platform-Web Application
6. Application Distribution-Web Browser

Perangkat Keras, yang digunakan

1. Server Linux
2. CPU I Core
3. Ram 16 GB
4, Memory Storage 300 GB
5. Mouse sebagai peralatan muka
6. Monitor sebagai peralatan antar muka

Keyboard sebagai peralatan antar muka
Spesifikasi lnfrastruktur

1. Operating System-Ubuntu
2. Web Server-Nginr/Apache

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Apabila data dalam Sistem lnformasi Lingkungan Hidup tidak di input maka akan mengalami
kesulitan dalam pencarian data- data kegiatan DLH

Pendataan dan pelaporan, seperti:

1. Dokumen izin lingkungan
2. Dokumen perencanaan lingkungan
3. Dokumen SK bank sampah
4. Dokumen lKA, lKU, IKTL, IKLH
5. Dokumen Retribusi Persampahan
6. Data Pengaduan
7. Data Pengawasan



Aplikasi SIL DLH

No Kegiatan

Pelakgana Mutu Baku

KetJF / Kasubag
di DLH

Kepala Bidang

Tim Penyu3un/
Pengelola lnformasi

Satu Data Tiap
BidaEg

Sekretaris
Dinas

Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output

1 JF (Kasubag diDLH) memberikan
dala/informasi

'l jam Disposisi

2 Staf Bidang Terkait Menyeleksi Oata yang
akan di input, kemudian Dikoreksioleh Kepala
Bidang

Data 2 jam Bahan-bahan
p€ngumpulan data

kinerja

Tim Menerama Data dari l\,rasing-masing
Bidang unt(k Dikelola dan Diolah

Data 1 jam Bahan-bahan
pengumpulan data

kinerja

4. EYaluasi Kolayakan Dala Oleh Sekdis __l Data - data
Pendukung

1 jam Bahan-bahan
pengumpulan data

kinerja

5. Tanda Tanran Kadis dan Paraf Sekdis Layak
Terbit

Data yang akan di
input

1 iam Dala - data hasil
kegiatan

6 Data yang sudah di
publish

'1 hari lnformasilnformasi itkan

Data

f-



PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

Nomor SOP PP-PTPS.SOP-OO1

Lintas Fungsi Melaksanakan Pengelolaan Perssmpahan

Aktifltas Lintas Fungsi

Tanggal Pembuatan 12 Januati 2022

Tanggal Revisi

Disahkan oleh INGKUNGAN HIDUP

OINAS LING*
DENNI W , s.E.,M.M.

o c-
o 200604 1 003

DINAS LINGKUNGAN HIDUP Judul SOP Peldyanan Persampahan

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

2. Perda Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan

3. Perda Kota Bogor Nomor4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan

1. Memahami dan mentaati Peraturan dan ketentuan yang berlaku di Dinas
Lingkungan Hidup Kota Bogor terkait pelayanan persampahan

2. Untuk Staf Administrasi mampu mengoperasikan komputer

3. Memahami Teknik Pengumpulan Retribusi Pelayanan Persampahan

4. Mampu Menjelaskan Sederhana tentang Kewajiban Masyarakat akan Pembayaran

Retribusi Pelayanan Per8ampahan

5. Pendidikan minimal SMA dan SMK

Keterkaiian Peralatan/perlengkapan

1 . SOP Pengelolaan Sampah

2. SOP Pelayanan Pengangkutan Sampah

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1 Apabila pembayaran retribusi persampahan tidak tepat waktu, akan berdampak pada
pelayanan pengangkutan sampah

2. SOP Retribusi Pelayanan Persampahan sangat penting untuk dapat meningkatkan PAD

Kot, Bogor

KOIA BOGOR

:lltlr:

Melaksanakan Pengurangan Sampah dengan melakukan
Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali

1. Komputer dan kelengkapannya

2. Peralatan/perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan persampahan yaitu:
Mobil Pick Up dan Truk Sampah



Prosedur PelaJssrnaan Pelsyanan Persampahan

KegirlrD

\luru Brku

Kr.Bidlng

I Memberikan petunjuk pelaksanaan pendataan

I

30 Menir secara lisan

Mengumpulkan dala Wajib Rerribusi Non PDAM I jum

l MengutDulka.n dan menyusun daaa WR ]ang slan dilerbitkql 2 had dala excel

.l Pencetakan RK WR yang akan diterbitka, sesuai dengan tugas lvilayab masinS-

masrnS

3 hari

5 Pengesahan Kwita.nsi Retribusi Pelalanan Pcrsampahan Non PDAM 2 hai

6 PetugasPelnuogut menagih kepada WR sesuai dengan S$Et Tuga3nya berdasarkan

FoIm Rgkening Kebersihan

sesuai kondisi lapangan

7 PemunSut Menyetorkan hasil pmgutan kepada Koordiantor pemungut

menggu0akan Form Sumt TaDda Terima Uang Koordinalor

I Jam setiap hari

8 Koordihal,or Pemungut m€nyerabkan ke B€ndshara Penerimaan

nmen8gLnakan FoIm Tanda Buki Pemba)ar-an

lJam setiap had

9 Bendahija Penerimaan menerima hasil setoran I Jam setiap hari

l0 Bendahua Peoerimaan menyetotkan ke Kas Daerah menggunakan Form Surat

Tanda Storan

I J.un setiap had

II Dokum@tssi rTanda Bukli Pembayaran. Sural Tanda Setoran Wajib Retribusi

PersaJn rahan.

Tim Per.rcrDrrn d.o
Pengembrngrn T.knolosi

P.ng.lolrrn SrDplh

I



XOTA BOGOR

:rl l:

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

Nomor SOP PP-PTPS-SOP-OO2

Lintas Fungsi Melaksanakan Pengelolaan Persampahan

Aktifitas Lintas Fungsi
Melaksanakan Pengurangan Sampah dengan melakukan
Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali

Tanggal Pembuatan 12 Januati 2022

Tanggal Revisi

LINGKUNGAN HIOUP

, S.E.,M.M.

1 003

Judul SOP Pengelolaan Sampah di TPS 3R

Dasar HLrkum

'l . Und{ng-undang Nomo l8 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

2. Perda Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan

3. Perca Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah

1. Memahamidan mentaati Peraturan dan ketenluan yang berlaku di Dinas
Lingkungan Hidup Kota Bogor terkait pelayanan parsampahan

2. Untuk Staf Administrasi mampu mengoperasikan komputer

3. Untuk tenaga teknis memahami dan mengerti tentang cara mewujudkan perbaikan
lingkungan sanitasi di wilayah melalui pengelolaan sampah yang tepat

4. Pendidikan minimal SMA dan SMK

Keterkaitrn Peralatan/perlengkapan

1. SOF Pendirian TPS 3R

2. SOF Pengelolaan Sampah

3. SOF Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

4. SOF Pelayanan Pengangkutan Sampah

'l. Komputer dan kelengkapannya

2. Peralatan/perlengkapan perEelolaan sampah sep€dl :Tong sampah bsrvolume 10-
20 lt , Gerobak sampah dan Molor sampah

Peringat in Pencatatan dan pendataan

lahan sampah darl sum ber meru pakan langka h awa yang dapat d lakuka n untuk
merpermudah penerapan sistem pengelolaan sampah dengan metoda 3R (Reduce, Reuse,
Reecle)

1

)
Disahkan oleh

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kualifikasi pelaksana



Prosedur Pelalisanaan Pengelolaan Sampah di TPS 3R

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganKa.Bidang
Persampahan

Tim Perencanaan dan

Pengembangan

Teknologi Pengelolaan

Sampah

Pengurus KSM Petugas Warga Kelengkapan Waktu

I Pemilahan Sampah Dari Rumah kantong pilah l Hari setiap hari kerja

2 Pengangkutan sampah warga ytrng sudah terpilah (Sumber) mosam 2 Jam setiap hari kerja

J Proses Pemilahan Sampah di TPS 3R sarung tangan,

sepatu bots

2 lam setiap hari keda

4 Proses Pengolahan Sampah di TPS 3R sarung tangan,
sepatu bots

3 Jam setiap hari kerja

5 Pembuangan Residu Sampah sarung tangan,

sepatu bots

I Jam setiap hari kerja



PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

Nomor SOP PP-PTPS.SOP-OO3

Lintas Fungsi Melaksanakan P€ngelolaan Persampahan

Aktifitas Lintas Fungsi
Melaksanakan Pengurangan Sampah dengan melakukan
Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali

Tanggal Pembuatan 12 Januati 2022

Tanggal Revisi

LINGKUNGAN HIDUP
0|. KA4

o, s.E.,M.M.

200604 1 003

DINAS LINGKUNGAN HIDUP Judul SOP ndirian TPS 3R

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

2. Ferda Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan
Fersampahan/Kebersihan

3. Ferda Kota Bogor Nomor I Tahun 2012 Tenlang Pengelolaan Sampah

1. Memahami dan mentaati Peraturan dan ketenluan yang berlaku di Dinas
Lingkungan Hidup Kota Bogor terkait pelayanan persampahan

2. Untuk Staf Administrasi mampu mengoper6ikan komputer

3. Untuk tenaga teknis memahami dan mengerti tentang cara me\ /ujudkan perbaikan
lingkungan sanitasi diwilayah melalui pengelolaan sampah yang tepat

4. Pendidikan minimal SMA dan SMK

Keterkaitan Peralalan/perlengkapan

1. SoP Pendinan TPS 3R

2. SOP Pengelolaan Sampah

3. SOP Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

4. SOP Pelayanan Pengangkutan Sampah

1. Komputer dan kelengkapannya

2. Tersedianya lahan fasosfasum milik Pemerintah Kota Bogor/lahan hibah dari
masyarakat kepada Pemerintah Kota Bogorflahan warga yang dibeli oleh
Pemerintah Kota Bogor,Luas lahan min. 150 m2
,Minimaljumlah KK yang dilayani adalah 200 KK, Memiliki akses untuk mobilitas
TPS 3R (minimal dapat dilaluioleh pick up), Surat Pernyataan Minat, Surat
Pemyataan Persetujuan Warga

Perin{atan Pencatatan dan pendataan

I . Eila hasil survey lokasi tidak sesuai dengan syarat-syarat yang diajukan maka aparat
selempat (RT, RW dan Kelurahan) untuk mengkaji ulang

KOTA AOGOR

:ll'lr:

Disahkan oleh



Prosedur Pelaksanaan Pendirian TPS 3R

No. Kegiatsn

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganKa.Bidang
Persampahan

Tim Perencanaan
dan Pengembangan

Teknologi
Pengelolaan Sampah

Petugas

DLH
KSM Kelurahan W*rga Kelengkapan Waktu

Tahapan Persiapan

Selesai

tidak terbatas waktu

.) Pengajuan Dokumen Awal ( Surat Pemyataan Minat , dll) I hari dikeluarkan kelurahan

J Terpenuhinya Persyaratan I hari

4 Proses : Ya - Dianggarkan

5 Proses : Tidak - Dievaluasi

6 Pemberrtukan KSM l Minggu

7 Surveydari DLH I hari

8 Penyusunan RKM I Minggu

9 Penandatanganan kerjasama KSM dengan PPK bidang sanitasi I hari

l0 Proses Konstruksi 3 bulan

11 Operagional dan Pemeliharaan selama TPS 3R beroperasi

t2 Selesaj

I



KOTA AOGOR

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

Nomor SOP PP-Angkutan-SOP-004

Lintas Fungsi Melaksanakan Pengelolaan Persampahan

Aktifitas Lintas Fungsi
Melaksanakan Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan,
dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA

Tanggal Pembuatan 12 Januari2022

Tanggal Revisi

Disahkan oleh LINGKUNGAN HIDUP

*

s s.E.,M.M.

o 200604 1 003

DINAS L]NGKUNGAN HIDUP Judul SOP

..''.;iS'*_-7j
Alur Pro$ArP6ffiellharaan/Perbaikan Kendaraan

Operasional

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Feraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Parangkat Daerah Kota Bogor

2. Peraturan Walikota Bogor Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota

Bogor

1. Memiliki kemampuan dalam penyelenggaraan administrasi perkantoran

2. Memahami dan mempu melaksanakan tata cara pelaksanaan perbaikan kendaraan

3. Mampu mengoperasikan kendaraan dan mengerti kerusakan kendaraan

Keterlaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Perbaikan kendaraan 1. Komputerbeserta kelengkapannya

2. Kertas

3. Blanko Permohonan perbaikan

4. Lemari Arsip

5. Kendaraan

PerinXatan Pencatatan dan pendataan

Fameliharaan kendaraan operasional merupakan kegiatan yang sangat penting dalam
5enunjang pelaksanaan kegiatan kebersihan sehingga apabila ada kendaraan yang rusak

dan menghambat pelayanan kepada masyarakat di bidang kebersihan.

1. Sistem lnformasi perbengkelan

I
:il ilr:



Pn,scdur Pelaks anaan Perbsikan Kendaraan

K.giatan

IIutu Baku

KeteranganKepala Bidrng
Pangelolaan

PersImprhan

Tim P€rencrtraan dan
P.ng.mbangrn Tekrologi

PengElolsatr Sampah

Pengurus
Barang

P€tugas

Administrrsi
Nlekanik Pcngemudi Kelengkapan

I mengajukan permohona! perbaikan kendaraan

I

BIanko
permohonan

3 menit

Mencatat Nama Peng€mudi, Nomor Kendaman dan

Perkiraan Kerusa.l@n

Blanko
permohonan

3 menit

3 Mengecek kondisi kendaraan dan menganalisa

kebutuhan sukucadang

Blanko
permohonan

Max. I Jam

4 Memesal sukucadang sesuai kebutuhan yang diajukan
oleh mekanik

Blanko
peIrnohonan

Max. I had

5 Melaksanakan perbaikan den penggantian sukucaang

kendaman

Peralatan dan

Sukucadang

Max. 2 Minggu terganfung keruss.kal

kendaraan

6 Mencatat kerusakan dan jenis sukucadaq k€dalam

database sistem infomasi perbengkelan
Komputer/server 3 menit

7 Mengecek apa kenda.raan sudah layak pakai atau belum,

bila sudah akan diserahkan ke pengemudidan bila
belum akan kembali masuk bengkel

pemlatan Max. I jam

8 Membuat Berita a.ara Perbaikan ddn Serah Terirna

barang

komputer dan

kertas

3 menil

I Menandatangani Berita Acara Berkas BA 3 menit

l0 Membuat liporan hasil perbaikan Komputer 3 menit

Menyimpar semua dokumen hasil perbaikan Dokumen
perbaikan

3 menit SOP Perbaikan

Kendaraan

12 Kendaraan kembali beroperasi

36

I



PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

Nomor SOP PP-Angkutan"SOP-005

Lintas Fungsi Melaksanakan Pengelolaan Persampahan

Aktifitas Lintas Fungsi
Melaksanakan Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan,
dan Pemrosesan Akhir Sampah dl TPA/TPST/SPA

Nomor SOP PP-Angkutan"SOP-005

Tanggal Pembuatan 12 Januati 2U22

Tanggal Revisi ____:_
Disahkan oleh NGKUNGAN HIDUP

o
otrJAS U GXUtI

lltD

s OENNI , s.E.,M.M.

200604 1 003

JudulSOP ksanaan Pengangkutan

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor : 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

2 Peraturan Pemerintah Nomor:81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
tahun 2016 nomor : 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 5887)

4. Peraturan Walikota Nomor: 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Orggnig€si,
Tugas dan FurE6i, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Llngkungan Kota Bogor

5. Peraturan Dagrah Kota Bogor Nomff: 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Dae.ah Kota Bogor

6. Peraturan PenBrintah Nomor: 18 tahun 2016 tentang Perangkat Oaerah (Lembaran Negara
tahun 2016 nomor : '114 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 5887)

7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor: '1 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

8. Peraturan Daaerah Kota Bogor Nomor : I Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah

1. Memahami Jadwal dan Wilayah Kerja

2. Memahami Teknik Pengumpulan dan Pangangkuten Sampah

3. Memahami Teknik Pewadahan/Penampungan Sampah di TPS

4. Mampu Menjelaskan Sederhana tentang Kewajiban Masyarakat akan Pengelolaan

Sampah

Keterk8itan Peralatan/perlengkapan

'l SOP Penyapuan 1. Peralatsn Kebersihan

2. Kendaraan Truck Compactor/Arm Roll

3. Kendaraan Truck Dump Truck

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Apabils Kegialan Pengangkutan Sampah Tidak Berjalan dengan baik akan mengakibatkan
permasalahan sampah kota

1 Website PEMKOT/DLH

2. Dibentuk Tim/PetuSas Khusus Pengaduan, Saran dan Masukan
3. Melalui Media So6ial Lainnya

KOTA BOGOR

: r:

OINAS LINGKUNGAN HIOUP



Prosedur Pelalxsanaan Pen gangkutan

Pelaksana Mutu Baku

No. Kegiatan Ka.Bidang
Pengelolaan

Persampahan

Tim Perencanaan dan
Pengembangan Teknologi

Pengelolaan Sampah

Petugas

Administrasi
Kebersihan

Petuga$

Kebersihan
Kelengkapan Waktu

I
Blanko

permohonan
5 menit

Men gajukan Permohonan Kebutuhan Peralatan

Kebersihan

2
Blanko

permohonan
l0 menitMencatat dan Mengajukan Nota Permintaan Barang

J
Menerima Kebutuhan Peralatan Kebersihan dari
Gudang sesuai dengan Nota Permintaan Barang

Peralatan

Kebersihan
30 Menit

4
Peralatan

Kebersihan
30 Menit

Menyiapkan Peralatan Kebersihan, Kendaraan

Kebersihan dan Kendaraan Pengangkutan

5

Mengangkut Sampah Hasil dari Petugas Penyapuan

Jalarr di Ruang Milik Jalan, Pasar dan Fasilitas Umum

Lainnya

Peralatan

Kebersihan
5 Jam

6

<_

Motor
Sampah./Pick Up

I jamMelaksanakan Pengangkutan Sampah di TPS

sekitamya sampai dengan ke TPA

Keterangan

4

<---



7-I t

KOTA BOGOR

-:il il r:

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

Nomor SOP PP-Penyapuan-SOP-006

Lintas Fungsi
Melaksanakan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan
Persampahan di Kota Bogor

Aktifitas Lintas Fungsi Melaksanakan Penyediaan Sarana Persampahan

Tanggal Pembuatan 12 Januari 2022

Tanggal Revisi

Disahkan oleh LINGKUNGAN HIDUP

s.E.,M.M.

200604 1 003

DINAS LINGKUNGAN HIDUP Judul SOP
\\L/ v V./,'-\r- G o jTPENYAPUAN

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1, Undang-Undang Republik lndonesia Nomor : 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

2 Peraturan Pemerintah Nomor : 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

3. Peraturan Pemerintah Nomor: 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
tahun 2016 nomor: 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 5887)

4. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Bogor

5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

6. Peraturan Daaerah Kota Bogor Nomor : 9 Tahun 201 2 Tentang Pengelolaan Sampah

7. Peraturan Walikota Nomor : 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Bogor

1. Memahami Jadwal dan Wilayah Kerja

2. Memahami Teknik Peningkatan Volume Sampah

3. Mampu Menjelaskan Sederhana tentang Kewajiban Masyarakat akan Pengelolaan

Sampah

Keterkaitan Peralatan/perleng kapan

1. SOP Penyapuan 1. Peralatan Kebersihan

2. Kendaraan Pick Up

3. Kendaraan Motor Sampah

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Apabila Kegiatan Penyapuanah Tidak Berjalan dengan baik akan mengakibatkan
permasalahan sampah kota

1. Website PEMKOT/DLH

2. Dibentuk Tim/Petugas Khusus Pengaduan, Saran dan Masukan

3. Melalui Media Sosial Lainnya

*

(p
NIP



Prosedur Pelaksanaan Penyapuan

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganKa.Bidang
Pengelolaan

Persampahan

Tim Penyediaan Prasarana
dan Sarana Pengelolaan

Persampahan serta
Penvaouan Jalrn

Petugas

Administrasi
Kebersihan

Petugas

Kebersihan
Kelengkapan Waktu

I
Mengaj ukan Permohonan Kebutuhan Peralatan

Kebersihan

<_

tl/

I

r

Blanko
permohonan

5 menil

2 Mencatat dan Mengajukan Nota Permintaan Barang
Blanko

perrnohonan
10 menit

3
Menerima Kebutuhan Peralatan Kebersihan dari Gudang

sesuai dengan Nota Permintaan Barang

Peralatan

Kebersihan
30 Menit

4
Menyiapkan Peralatan Kebersihan Berkaitan dengan

Petugas Penyapuan Jalan

Peralatan

Kebersihan
30 Menit

5

Melaksanakan Pernbersihan/Penyapuan Badan Jalan,

Saluran Air, Berem dan Trotoar dari Material Rumput
dan Sampah

Peralatan

Kebersihan
5 Jam

6

Mengangkut Sampah Hasil dari Petugas Penyapuan

Jalan di Ruang Milik Jalan, Pasar dan Fasilitas Umum
Lainnya

Motor Sampah ljam

7

Melakanakan Pengangkutan Sampah yang bersifat
Urgent (Kegiatan-Kegiatan berkaitan dengan

Kebersihan Kota)
Mobil Pick UP I Jam

8
Pembuangan Sampah ke Container yang telah di
sediakan

Peralatan

Kebersihan
I Jam

2



PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

il
-ttill:

KOTA BOGOR

Nomor SOP PPHL-PPH-SOP-OO1

Lintas Fungsi
Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap
Usaha dan/atau lzin Lingkungan dan lzin PPLH diterbitkan
oleh Pemerintah Daerah

Aktifitas Lintas Fungsi
Melaksanakan fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan
Kewajiban lzin Lingkungan dan/atau lzin PPLH

Tanggal Pembuatan 12 Januari2A22

Tanggal Revisi

Disahkan oleh LINGKUNGAN HIDUP

*

# s.E,,M.M.

o 200604 1 003n
DINAS LINGKUNGAN HIDUP Judul SOP

-"h.-*6r6iAN 
su RAT TEG u RAN

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Undang-undang Republik lndonesia No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penerapan Sanksi Administrasi di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air
Limbah

5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Tata Cara
Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian
Penc,emaran L in g ku n gan

6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan
Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah
Domestik

9. Peraturan Wali Kota Bogor No.8 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bogor Tahun 2018

1 0. Peraturan Walikota Bogor Nomor 660.1.45.66 Tahun 201 6 tentang Daftar Jenis rencana
Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan upaya Pengelola Lingkungan Hidup
dan Upaya Pernantauan Lingkungan Hidup di Kota Bogor

1. Sarjana

2. SMA



Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Penerbitan Surat Pelimpahan 1. ATK

2. Komputer/Laptop dan Printer

3. Kamera

4. GPS

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Surat Teguran maksimal sampai surat teguran ke lll

2. Surat Teguran ke 2 diberikan apabila surat teguran 1 tidak diindahkan Penanggung Jawab
Kegiatan Usaha

3. Surat Teguran ke 3 diberikan apabila surat teguran 2 tidak diindahkan penanggung jawab
Kegiatan Usaha

4. Lamanya penandatanganan tergantung kesibukan pejabat terkait

5. Perlu waktu untuk menuju lokasi yang akan ditinjau

1. Agenda surat teguran



PNOSEOUR PEMBUATAN SURAT TEGURAN

Keterantan
xepala Bldanr

Peneg.kan Hukum

Linrkuncan

.,F Pengawas Untkuntan
Hldup

JrU (Jabatan

tungrlonai Umum I

Penanttu6tJaw.b
xeslatan Usahd

OutPut

I Melakukan pemeriksaan dilapangan atas pelanSgaran yang

terjadi, menentukan j€nis pelanSSaran dan membuat

konsep suratte8uran untul dherahkan kepada xepala Seksl

Pengawasan dan Pengendalian BanSunan
BAP P€n€gakan Huklm

2
Menerima konsep surat teSuran, meneliti kebanera n jenis

pelanggaranyangterjadl.lika lonsep suratteguransesual

dengan kondisi dilapan8nn maka (epala seksi Pangawasan

dan PeneSakan hukum lingkun8an mcmaraf turattaSuran
untuk dlteruskan kepada K.pala Bidang Pen8awasen dan

Penegakan hukum lin8kunSan,jika konsep belum s.sual

maka akan dikembrllkan kepada labatan FSunSslonal

Umum untul dl periksa dan perbalklkembeli

BAP Penegakan Huk!,m

3 Menerima, m€merlksadan menandatanSanl turat dan

menyerahkan kepada Jabatan funtslonal tlmum untul
dlrerahkan kepada penantgunSlawab kellatanusaha

suratTetlrren 1

Menedma danmendisitrlbusikansuratteguran kepada

penangaunt jawab keglatan usaha

5 Menerlma da n menlndaklenjuti hasll rekomendail surat

teguran 1

oalam hal(eSlaten Usaha YangTidak Berlzin,
dlbuatkan teguran 1 s€kall8us 3urat
pelimpahan k€pad. Satpol-PP (SOP

Pembuatan Surat Pclimpahan Penertiban

Peri:lnana tin8kungan), dalam hal XeSaiatan

usaha yang sudah berlzln tet.pi melanSSer

ketentuan/ rekomendasi Peri.inan

lingkungan, maka akan dilakukan evaluasi

laniutan

l(elengkapan

-_l

l-l



No. Uraian Prosedur

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan
Kepala Bidang

Pengawasan dan
Penegakan Hukum

LinEkungan

JF Pen8awas Lingkungan

Hidup
JFU ( Jabatan

Fungsional Umum )

Penanggung Jawab
Kegiatan Usaha

Kelengkapan Waktu Output

6 Mengevaluasi hasil rekomendasi surat teguran 1, apabila

mengindahkan surat teguran tersebut maka penanggung

iawab kegiatan usaha bisa melanjutkan kegiatan usaha,

apabila tidak maka Jabatan Fungsional Umum membuat

surat teguran 2
Surat teguran 1 7 Hari tanda terima

Proses pemantauan dan evaluasi tindak lanjut

surat teguran 1 oleh penanggungjawab

keglatan usaha selama 7 hari

7 Membuat surat teguran 2 dan menyerahkan kepada

penanggung jawab kegiatan usaha apabila dalam waktu
yang sudah ditentukan (4 hari) tidak mengindahkan surat

teguran 1
T

Surat teguran 2 15 menit tanda terima

8 Menerlma dan menindaklanjuti hasil rekomendasi surat

teguran 2
Surat teguran 2 30 menit tanda terlma

9

Mengevaluasi hasil rekomendasi surat teguran 1, apabila

mengindahkan surat teguran tersebut maka penanggung

jawab kegiatan usaha bisa melanjutkan kegiatan usaha,

apabila tidak maka Jabatan Fungsional Umum membuat

surat te8uran 3

Surat teguran 2 7 Hari tanda terima

Proses pemantauan dan evaluasi tindak lanjut

surat teguran 2 oleh penanggung jawab

kegiatan usaha selama 7 hari

10

Membuat surat teguran 3 sekaligus surat pelimpahan

kepada Satpol PP dan menyerahkan kepada pemilik

bangunan apabila dalam waktu yang sudah ditentukan (4

hari) tidak mengindahkan surat teguran 2

Surat teguran 3, surat
pelimpahan

:.5 menit tanda terima
SoP Pembuatan Surat Pelimpahan Penertlban

Perizinan Lingkungan

LI
Menerima dan menindaklanjuti hasil rekomendasi surat

teguran 3

Surat teguran 3, Surat
pelimpahan

15 menit tarda terima

-l



PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

I
:t I I I t:

KOTA BC'GOR

Nomor SOP PPHL-PPH-SOP.O02

Lintas Fungsi
Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap
Usaha dan/atau lzin Lingkungan dan lzin PPLH diterbitkan
oleh Pemerintah Daerah

Aktifitas Lintas Fungsi
Melaksanakan fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan
Kewajiban lzin Lingkungan dan/atau lzin PPLH

Tanggal Pembuatan 12 Januari2022

Tanggal Revisi
-dl*\

Disahkan oleh HIDUP

* Dttit$

t

+ DEN s.E.,M.M,

o 200604 1 003

DINAS LINGKUNGAN HIDUP Judul SOP
PEMBTJATAN.SURAT PELIMPAHAN PELANGGARAN

PENYELENGARAAN PERIZINAN LINGKUNGAN

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Undang-undang Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

2, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penerapan Sanksi Administrasi di Bidang Perlindungan dan Pengelotaan Lingkungan Hidup

4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air
Limbah

5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Tata Cara
Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian
Pencemaran Lingkungan

6, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan
Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

7, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

8, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah
Domestik

L Peraturan Wali Kota Bogor No.8 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bogor Tahun 2018

10. Peraturan Walikota Bogor Nomor 660 1.45.66 Tahun 2016 tentang Daftar Jenis rencana
Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan upaya Pengelola Lingkungan Hidup
dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup di Kota Bogor

1. Sarjana

2. SMA



Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Pembuatan Surat Teguran 1. ATK

2, Komputer/Laptop dan Printer

3. Kamera

4. GPS

5. PencatatanPendataan

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Surat Pelimpahan dibuat apabila surat teguran 1 dan 2 tidak diindahkan oleh pemilik
bangunan

2. Lamanya penandatanganan tergantung kesibukan pejabat terkait

3, Perlu waktu untuk menuju lokasi yang akan ditinjau

1. Agenda surat teguran



PROSEOUR PEI\4IBUATAN SURAT PETIMPAHAN PELANGGARAN PENYELENGARAAN PERIZINAN TINGKUNGAN

No, Uraian Prosedur

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan
Kepala Dinas

Kepala Eidang

Pengawasan dan

Penetakan Hukum

Linrkunran

JF Pentawas [intkunBan
Hldup

JFU ( Jabatan

Fungsioanal Umum )
Kelentkapan Waktu Output

1

Menerima laporan bahwa surat teguran (hingga surat teguran ke

3) tidak diir1rdahkan oleh penanggungjawab kegiatan usaha dan

kegiatan us,aha yang tidak berizin membuat konsep surat
pelimpahan untuk diserahkan kepada Kepala Seksi Pengawasan

dan Penegakan Hukum Lintkungan

BAP Penegakan Hukum

Llngkungan kepada

penanggungjawab keglatan

usaha, BAP Kegaiatan

Usaha

1 Jam
draft surat

pelimpahan

2

Menerima konsep surat pelimpahan, meneliti kebenaran jenis

pelanggaran yang terjadl. Jika konsep surat pelimpahan sesuai

dengan kondisi dilapangan maka Kepala Seksi Pengawasan dan

Penegakan hukum lingkungan memaraf surat pelimpahan untuk
diteruskan kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan

hukum Lingkungan, jika konsep belum sesuai maka akan

dikembalikan kepada JFU untuk di periksa dan perbaiki kembali

BAP Penegakan Hukum

Llngkungan kepada
penanggungjawab keglatan

usaha, BAP Kegaiatan

Usaha Surat Teguran 3,

Draft Surat Pelimpahan

15 menit paraf

3

Menerima, memeriksa dan memaraf surat pelimpahan

penertiban Perizinan Lingkungan yang ditujukan kepada Satuan

Polisi Pamong Praja lalu diserahkan kepada Kepala Dinas

BAP Penegakan Hukum

lingkungan kepada

penaggungjawab kegiatan

usaha, BAP Kegaiatan

Usaha , Surat Te8uran 3,

surat P€limpahan

15 menit tanda tangan

Surat Pelimpahan ditujukan

kepada Satuan Polisi

Pamong Praja untuk proses

polisional atas pelanggaran

yang terjadi

4

Menerima, memeriksa dan menandatangani surat pelimpahan

penertiban bangunan yang ditujukan untuk Satuan Polisi Pamong

Praja lalu diserahkan ke JFU untuk didistribusikan -l surat pelimpahan dan

surat teguran 3
15 menit tanda tangan

5
Menerima dan mendisitribusikan surat pelimpahan kepada pihak

terkait
surat pelimpahan dan

surat teguran 3
15 menit tanda terima

I



Nomor SOP PPHL-PPH-SOP.OO3

Lintas Fungsi
Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap
Usaha dan/atau lzin Lingkungan dan lzin PPLH diterbitkan
oleh Pemerintah Daerah

Aktifitas Lintas Fungsi
Melaksanakan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan
yang lzin Lingkungan Hidup, lzin PPLH yang Diterbitkan
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tanggal Pembuatan 12 Januati 2022

Tanggal Revisi

Disahkan oleh AS LINGKUNGAN HIDUP

200604 1 003

TO, S.E.,M.M.

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

Judul SOP
rlftpn'fm DAN PENEGAKAN HUKUM

LINGKUNGAN HIDUP
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kualifikasi pelaksanaDasar Hukurr

1. Undang-undang Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
dan Penrelolaan Lingkungan Hidup

3. Peratural Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penerapan Sanksi Administrasi di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

4. Peratural Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku MutuAir
Limbah

5. Peratural Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Tata Cara
PenerbiUn Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian
Pencernrran Lingkungan

6. Peraturel Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 202'l Tentang Tata Cara dan
Persyaretan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

7. Keputus,rn lvlenteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002 terhadap Pedoman
Umum Fengawasan Penataan Lingkungan Hidup bagi Pejabat Pengawas

'1. Sarjana

2, SMA

KOTA BOGOR

:i?i?r:



8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.58 Tahun 2002 tentang tata kerja Pejabat
Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kab/Kota

9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkunglan Hidup

10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah
Domestik

1 1 . Peraturan Walikota Bogor Nomor 660.1 .45.66 Tahun 2016 tentang Daftar Jenis rencana
Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan upaya Pengelola Lingkungan Hidup
dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup di Kota Bogor

12. Peraturan Wali Kota Bogor No.8 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan atas
Penyelemggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bogor Tahun 2018

Peralatan/perleng kapanKeterkaitan

1. SOP Pernbuatan Surat Teguran

2. SOP Penerbitan Perizinan Lingkungan

1. ATK

2. Komputer/Laptop dan Printer

3. Kamera

4. GPS

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Perlu wqktu untuk menuju lokasi Kegiatan Usaha yang akan diawasi

2. Lamanya penandatanganan tergantung dengan adanya tugas lainnya

1. Register Berita Acara Pemeriksaan Penegakan Hukum Lingkungan (BAPPPHL)

2. Rekapitulasi Laporan HasilPengawasan Penegakan Hukum Lingkungan
(LHPPHL)



PROSEDUR PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM TINGXUilGAI{ HIDUP

No. Uralan Prcsdur

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

xepala Bldang

Pengawaffin dan

Pen€gakatr Hukum

LinEkunran

JF Pengawas Llngkungan

Hldup

JFU ( Jabaten

Fun$ional
Umum )

KelenSkapan waktu Output

I Men€rima berkas tembusan AMDAL, UKL - UPL, 5PPl", lzlN

LINGKUNGAN dan lzln Lalnnya dari Eldang yang terkait perlzinan

lalu memasukan ke dalam r€gister Perizinan Lingkungan untuk
setiap wllayah Kecamatan, lalu melaporkan kepada Kepala Seksi

Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan

Dokumen Perizlnan,

,adwal pelaksanaan

pengawa5an dan

Penegakrn Hukum

l-lnBkungan, Sprif,t
Pengawasan

30 Menlt Jadwal
pelaksanaan

pengasasan dan

Penegakan

Hukum

LlngkunSan

Jadwal pelaksanaan pengawasan dan

Penegakan Hukum Llngkungan disusun

*tlap bulan b€rdasarkan lokasi

Keglatan Usaha dalam register
perizlnan lingkungan,

2 Menerima hasil laporan, melakukan pemerlksaan be*a5 dan

memberlkan perlntah untuk melakukan pengawasafi kepada JFU -l ookum€n Perizinan,

Jadwal pelaksanaan

pengawasan dan

Penegakan Hukum

30 Menit disposlsi

3 Melakukan Pengamatan, pengukuran dan pemeriksaan dokumen
izin llngkungan dilakukan untuk melihat kesesuaien izln dengan

ketentuan t€knis, persyaratan kualitas llngkungan dan
pengelolaan llngkungan lalu dituangkan dalam gerita Acara

P€m€riksaan

Dokumen Perizlnan,

,adwal pelaksanaan

plngawasan dan

Penrgekan Hukum

Lln8kungan, B€rita

Acara P!merik5aan

Pencgaksn Hukum

Lingkungan,Foto

45 menlt t8nd, trngan BAP

dan raglster
nomor BAP

4 Memberikan penjelasan t€knis kepada pemilik/pengelola

kegiatan usaha terkait dengan hasil pemeriksan dokumen
perizinan serta indikasi pelanggarannya (apabila ads) den

selanjutnya meminta pemilik/pengelola kegiatan usaha untuk
menandatangani BAPPHL tersebut, lalu m€laporkrn BAPPHL

tersebut kepada Kepala BldanS dan kepa16 Seksl Pengawasan dan

Penegakan Hukum Lingkungan

Dokum€n Perizinrn,

Jadwal pelak5araan

pengawasan dan

Penegrkan Hukuffi

Llngkungan, Berita

Acara Pemerlksaan

Penegakan Hukum

Llngkungan,Foto

15 menit tanda tatrgan BAP dibuat ddlam rangkap 5 (lima),

dlmana lembar 1 (pertama) untuk Dlnas

Lingkungan Hldup Kota Bogor, lemblr
ke 2 (k€dua) dlsampaikan kepada

pemllik/pengelola bangunan, lembar ke.

3 (ketiga) untuk dlsampaikan kepada

Satuan Polisl pamong Praia, lembar ke-

4( keempat) untuk dlsampaikan kepada

Kecamatan dan lembar ke-s (kelima)

untuk disampaikan kepada kelurahan

5 Menerlma, memeriksa BAP, apabila penanggung rawab keglatan

usaha yang berdasarkan BAP terindikasi melanggar perlzlnan

Lingkungan dan atau Pengelolaan Llngkungan Hidup, Kepala

Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan

memerlntahkan jabatan Fungslonal umum untuk membuat surat

teguran -_l

Dokuman Prrlzinan,

Jadwal peleksanean

pengEwas{n dan

Pencgakan Hukum

l"lntkungan, Berita

Acera Pemcriksaan

Penegakan Hukum

Lingkungen,Foto

15 mlnit tanda tanBan

6 Membuat Surat Teguran (sOP Surat TeBuran), melaporkan

kepada Kepala seksi, dan meregister seluruh BAPPHL sesuai

den8an Format Laporan Hasil pengawasan Penegakan Hukum

Llngkungan (LHPPHt)

Berlte Acara

Pemeriksaan

PeneEakan Hukum

LlngkunSan, Surat

T€guran, Foto

15 menlt Laporen Hasll

Pangawa5an

Penegakan

Hukum

LlngkunEan
(LHPPHT)

7 Membuat rekapitulasl seluruh LHPPHL dan dilaporkan setiap

bulan kepada Kepala Dlnas Llngkungan Hldup melalui Kepala

Bidang Pen8awasan dan Penegakan llukum Lingkungan

Laporan Hasil

Pengawasan

Penegakan Hukum

lin8kungan

10 menit panl

I Melaporkan hasil rekapitulasl seluruh LHPPHL ke Kepala Dinas I sctcsEt I
Laporan Hasil

PenSawasan

Penegakan Hukum

Lingkungan

30 menit

l-



Nomor SOP PPHL-PPLH-SOP-OO4

Lintas Fungsi
Melaksanakan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di
Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(PPLH)

Aktifitas Lintas Fungsi
tulenindaklanjuti Pengaduan lvlasyarakat akibat dugaan
adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan

Tanggal Pembuatan 12 Januati 2022

Tanggal Revisi

Disahkan oleh LINGKUNGAN HIDUP
s

o

DII{AS I-INGK

5\\

200604 1 003

TO, S.E.,M.M.

KOTA BOGOR

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

Judul SoP

- -:- ,/a/-
NANGAIVAiI fENGADUAN KASUS LINGKUNGAN

HIDUP
PE

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kualifikasi pelaksanaDasar Hukum

1. Undang-rrndang Republik lndonesia No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelottan Lingkungan Hidup

2. Undang- ndang Nomor 23 Tahun 20'14 tentang Pemerintah Daerah

3. Peraturat Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan
Penangalan Kasus akibat dugaan Pencemaran dan/Perusakan Lingkungan Hidup

4. Peraturat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik lndonesia Nomor
P.22lMEilLHl</SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan
Pencem aran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau [erusakan Hutan

5. Peraturar Pemerintah (PP) Nomor22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
dan Penielolaan Lingkungan Hidup

6. Peraturqr Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Tata Cara
Penerbitln Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian
Pencem jran Lingkungan

7. Peraturer Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan
Persyarean Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

8. Keputus, n Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pejabat
Pengalrrs Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah

1 . Sarjana

2, SMA

:llnr:



9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002 lentang Pedoman
Umum Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup bagi Pejabat Pengawas

10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota

'l 1. Perda Nomor 1 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah
Domeslik

13. Peratura n Walikota Bogor Nomor 660.1.45.66 Tahun 2016 tentang Daftar Jenis rencana
Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan upaya Pengelola Lingkungan Hidup
dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup di Kota Bogor

Peralatan/perlengkapanKeterkaitan

'1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor

2. SKPD terkait, Kecamatan,Kelurahan dan Masyarakat setempat

3, SOP Pengawasan

1. ATK

2. Komputer/Laptop dan Printer

3. Kamera

4. GPS

5. Telepone

Pencatatan dan pendataanPeringatan

1 . Jangka waktu pengelolaan pengaduan mulai dari penerimaan pengaduan serta tindak lanJut

hasil pengaduan maksimal 30 hari keqa sejak pengaduan dinyatakan lengkap, tidak
termasuk waktu yang diperlukan dan pelaksanaan Uji Laboratorium

'l . Mendukung tercapainya capaian target kinerja

2. Masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik, transparan dan tepat waktu

3. Masyarakat peduli terhadap lingkungan



PENANGANAN PENGADUAN KASUS LIIIG(UNGAN HIDUP

Kepala Dinas

xepala Eidang

Penegaken Hulum
Llnakunaan

Jt Pentlwas LlngkunSsn

Htdup
,FU { Jabatan

fun8rlonal Umum )
(elengk.pan Output

I Menerima, mencatatdan mereSislrasi pengaduan yanS rudah

lenSkap
Mekanlsme pemrolesan

aduan dari masyarakat ke

Dinrs tEr.entum dalam sOP

Admlnlstrasi Surat Masuk

2 M€mbuat Surat P€intah untuk melakukan pemeriksaan ke

lapanSan Ke8iatan Usaha lalu dldllposlsikan ke kepala bldanS (SPRINT), Lembar

3 M€nedma dan rnendispoilsikan kepada Xepala seksiden labatan

Fun8sioanal lJmum unluk ditlnd.k lanjuti (SPR NT),lemb.r

5 Menerima SuratPealntah lelu melakukan pemerlksaan ke

lapangan k€Slatan Usaha bersama-sama kapala saksidan

labatan FunsilonrlUm!m P.ntawas.Apablb darl hasil

pameriksaan ditemukanadanya lndllasi palen8geran maka

dlbuat surat teSuran regJal denSan lenls palanSSrrannya.

Apabila darihasil pcmerikrean tldak ditemukan edanya indikasi
pelangSaran, maka Kepala seksimembuat lajlan dan atau usLrlan

langkahlangkah tindak lanjut p€nyelesaian permasalahan

LinSkun8an Hidupterrebutdanmenyampaikannya kepada

kepala Sldang

Pemerll5ean Perlri.an

Mekanlsme pemrosesan

surat teguran tercantum

dalam sOP Tesuran

Melakukanfasilitisl/m.dlasi.nt ra penanS8un8lawabk.Eiatan

llsaha dan pih.k masy.akat yang m€n8adu untuk p€ny€lesaian

permasalahan, dan dltuanSkan ke dalam notulensi/berita acara

hasil medlasi

5 Membuat notulenri/be ta acara hasil medlasl laludi5erahkan

kepada plhak tertait untuk ditandatahgahl -l
Not!lensi/Eerita Acara 15 menit

6 MenandatanSani hasil notulensi/berita acera hasll mediasi dan

menlndak lanjuti dokumen tersebut
Notulensi/Eerita Acara 15 menii

--l



PEMERINTAH KOTA BOGOR

XOTA BOGOR

Nomor SOP UPTD TPAS-SOP.OO.I

Lintas Fungsi
Melaksanakan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan
Persampahan di Kota Bogor

Aktifitas Lintas Fungsi Meningkatkan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

Tanggal Pembuatan 12 Januati 2022

Tanggal Revisi

Disahkan oleh LINGKUNGAN HIDUP

DINAS LINGKU

HI

o OENNI TO, S.E.,M,M.

200604 '1 003

DINAS LINGKUNGAN HIDUP Judul SOP i"nt"tatt6tu"ngan dan Data Tonase

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah

2. Petjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pernerintah Kota
BogorNomor ; 1 1 9/37/PKS/KS/X1U2020
Nomor : 658.'llPerj.140-DLH/2020
tanggal 3 Desember 2020 tentang Perpanjangan Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir
Sampah (TPAS) Galuga di Desa Galuga Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor

f . irengetahui tugas dan fungsi Pengelola Timbangan dan Data Tonase

2. Mengetahui tugas dan fungsi jabatan

3. Mengelahui penggunaan porangkat komputer

4. Mengeiahui tatacara penimbangan dan pengarsipan data tonase

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Penyusunan Rencana Kerja UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah 1. Lembaran Kerja

2. Ruangan Kantor Timbangan

3. Komputer, Printer, LCD, Jembatan Timbang, ATK

4. Jaringan lnternet

Perinlatan Pencalalan dan pendataan

1. .lpabila penanganan dan pencatatan tonase sampah lerhambal maka perhitungan tonase
sampah yang masuk ke TPA Galuga akan tidak valid, kineqa lnslansi menurun

1. Disimpan sebagai dokumen jumlah tonase sampah

:llr'l:



Prosedur Pengelola Timbangan dan Data Tonase

NO URATAN KEGIATAN

PELAKSANA

PETUGAS TPA
KOORDINATOR

UMUM
KASUBAG, TU

UPTD
KA. UPTD KET-ANGKAPAN WAKTU OUTPUT KET

L Melakukan persiapan dan mengisi absensi yang
telah disediakan di TPAS Galuga

Absensi petugas lapangan 10 menit Data absen pegawai/petugas
timbang

Jam 05.00
WIB

2 Mengontrol kelengkapan dan peralatan Pengecekan komputer & jembatan

timbang
10 menit Sarana dan prasarana dapat

digunakan dengan baik

3 Melakukan proses Operasional (Penimbangan

Kendaraanl
Kendaraan yang tertimbang 10 iam Data berat volume sampah

tertimbang

4 Memberikan laporan kepada Kasubag. TU UPTD

TPAS tentang hambatan / permasalahan
Hasil timbangan per hari/data
rekap volume sampah per hari

10 menit Rekap data volume sampah
tertimbang/truk

5 Melaporkan kepada Kepala UPTD Pengolahan
Sampah tentang keadaan TPAS dan proses
Kegiatan Operasional di TPAS Galuga

Bahan laporan 30 menit Laporan jumlah truk dan volume
sampah tertimbang

jam 17.00
WIB

t

I

I

I
T



PEMERINTAH KOTA BOGOR

Nomor SOP UPTD TPAS.SOP.OO2

Lintas Fungsi
i/elaksanakan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan
Persampahan di Kota Bogor

Aktifitas Lintas Fungsi Men i n gkatkan TPA,/TPST/S PAITPS-3R/TPS

Tanggal Pembuatan '12 Januati 2022

Tanggal Revisi

Disahkan oleh LINGKUNGAN HIDUP
,:t
{{,

o/rv,qs I/tvGl(u I

HIDUP

6
o O, S.E.,M.M.

o
2 200604 1 003

DINAS LINGKUNGAN HIDUP Judul SOP Adminlstrasl dan Penyusunan SPJ

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah

2. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota
BogorNamor : 1 19/37/PKS/KS/XIl/2020
Nomor : 658.'l /Perj 140-Dl-Hl?O20
tanggal 3 Desember 2020 tentang Perpanjangan Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir
Sampah (TPAS) Galuga di Desa Galuga Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor

1. Memahami proses Pengelolaan Anggaran

2. Memahami Metode dan Teknis Pelaksanaan Anggaran

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1 . SOP Peryusunan Rencana Kerja dan Anggaran UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah 1. Renstra Lingkungan Hidup Kota Bogor

2. Lakip, Laporan Tahunan SKPD dan Format RKA

3. Komputer (Microsoft Office) dan Printer

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1 . Tidak teEapainya target Sampah yang diolah di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS)
Galuga

'1. Format SPJ

KOTA BOGOR

Frrnl



Prosedur Adminiistrasi dan Penyusunan SPf

NO URAIAN KEGIATAN

PELAKSANA

PENANGGUNG

JAWAB
STAF

KASUBAG. TU
UPTD

KA. UPTD KETIINGKAPAN WAKTU OUTPUT KET

1 Menerima laporan hasil pelaksanaan Kegiatan
dari Kasubag. Keuangan *l SP2D dan BAP L jam SP2D dan BAP

2 Melakukan identifikasi setiap Kegiatan yang

sudah dan belum dilaksanakan
Format pemetaan Kegiatan t hari Tabel identifikasi Kegiatan yang

dan belum dilaksanakan

3 Membuat kumpulan bukti Kegiatan yang sudah
dilakukan dalam bulan SPf

Format kumpulan bukti t hari Kumpulan bukti

4 Menyusun SPJ Format SPJ 2 hari Laporan SPI dan realisasi
Kegiatan

5 Melakukan evaluasi penyusunan SPf SPf, kumpulan bukti, SP2D dan

realisasi
2 jam Dokumen hasil

penyusunan SPJ

evaluasi

6 Melakukan perbaikan dan finalisasi SPf yang

telah di evaluasi
Dokumen hasil evaluasi SPJ l jam Revisi SPJ

7 Memasukan dalam aplikasi SPJ t_ SPf yang telah terisi 2 jam Usulan Kegiatan dan anggaran
UPTD Pengolahan Sampah
diserahkan ke Subag. Keuangan

v



PEMERINTAH KOTA BOGOR

Nomor SOP UPTD TPAS-SOP-OO3

Lintas Fungsi
Melaksanakan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan
Persampahan di Kota Bogor

Aktifitas Lintas Fungsi lvlen i ngkatkan TPA./TPST/S PAITPS-3R/TPS

Tanggal Pembuatan 'l.2 Januati 2022

Tanggal Revisi

Disahkan oleh K AS LINGKUNGAN HIDUP

OAER/fl

ouI
D NAS LIN

P

, s.E.,M.M.

o 200604 1 003

DINAS LINGKUNGAN HIDUP Judul SOP

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah

2. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota
BogorNomor : 1 1 9/37lPKS/KSr(ll/2020
Nomor : 658. 1 /Perj . 1 40-DLN 12020

tanggal 3 Desember 2020 tentang Perpanjangan Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir
Sampah (TPAS) Galuga di Desa Galuga Kecamatan Cibungbulang Kabupalen Bogor

1. PLUSTIK

2. Mengetahui tugas dan fungsi Pengelola Komposting

3. Mengetahui tugas dan tungsijabatan

4. Mengetahui tatacara pemilahan bahan kompos

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1 . SOP Penyusunan Rencana Kerla UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah 1. Peralatan Pembuatan Kompos

2. Karung

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Tidak tecapainya target Sampah yang diolah di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS)

Galuga

'l. lnstrumen Monitoring

XOTA BOGOR

:iTinl

''i>=dm66ng TPAS Gatuga



Prosedur Kornpostidg TPAS Galuga

NO URAIAN KEGIATAN

PETAKSANA

PLUSTIK
PENCACAH
SAMPAH

KOORDINATOR
UMUM

KASUBAG. TU
UPTD

KA, UPTD I(ffI-ANGKAPAN WAKTII OUTPUT KET

1 Melakukan persiapan dan mengisi absensi
yang telah disediakan di TPAS Galuga

Absensi petugas lapangan 10 menit Data petugas hadir

2 Mengontrol kelengkapan dan peralatan Cek kelen8kapan
mesin pengayak
pencacah

mesin
dan

kompos,
meStn

Proses
lengkap

operasional alat

3 Melakukan proses 0perasional (Mengecek

mesirI sebelum dioperasikan) -J
Cek mesin rOlidan Bahan bakar 30 Menit Alat siap digunakan

Suplay sampah dari pasar dan pertokoan Sampah organik ke kompos dao
plastik/anorganik ke plustik

30 menit BerkuIangnya
organik &
dibuang ke TPA

sampah
anorganik

5 Melakulan pemilahan
anorganik/plastik

sampah Residu dibuang ke TPA 3 Jam Sampah terolah

6 Sampah organik disuplay Residu dibuanB ke TPA 30 menit Bahan baku kompos

7 Pemilahrn kembali sampah organik Sampah organik hasil pengayakan 3,am Bahan bakukompos sudah
tersaring/terpilah

B Residu/)ahan yang tidak ada nilai manfaat Buku catatan 30 Menit ,umlah sampah residu ke
TPA

9 Melakul€n proses pengeringan
sampah rfermentasi, pengayakan kemudian
tahapanpengemasan kiloan

Mesin Pengayak 60 Menit Kompos sudah tersarirlg

10 Melapor<an kepada Kepala UPTD Pengolahan

sampah tentang keadaan TPAS dan proses

Kegiatar operasional di TPAS Galuga

L- Bahan laporan 30 menit Jumlah volume sampah dan
jumlah volume plastik yang
diolah

10 menit

4

I



PEMERINTAH KOTA BOGOR

Nomor SOP UPTD TPAS.SOP-O04

Lintas Fungsi
Melaksanakan Pengembangan Sislem dan Pengelolaan
Persampahan di Kota Bogor

Aktifitas Lintas Fungsi Meningkatkan TPI'/TPST/SPAJTPS-3R/TPS

Tanggal Pembuatan 12 Januati 2022

Tanggal Revisi

Disahkan oleh NGKUNGAN HIDUP

4a

oiflAs u 6

o

DENNI , s.E.,it.M.

o e
2 200604 1 003

DINAS LINGKUNGAN HIDUP Judul SOP
*-=--Pongdola 

IPAL

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. F-eraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah '1. Mengetrahui tugas dan fungsi Pengelola IPAL

2. Mengetahui tugas dan fungsijabatan

Ketertaitan Peralalan/perlengkapan

t. S-f,P Penyusunan Rencana Kerja UPTD Tempat Pemro6esan AkhirSampah '1. Buku Pengarsipan

Perin(atan Pencatatan dan pendataan

'L J-(a pencatatan tidak sesuai aturan maka pekerjaan akan terkendala dan tidak akan berjalan

drngan lancar

'1. Buku Pengarsipan

KOTA BOGOR

:lllll:

p

2. FErjanjian Kodasama antara Pemerintah Kabupaten Bogordan Pemerintah Kota

BcAorNomor : 119/37lPKS/Ksr(ll/2020
t\pmor : 658.1/Perj.1 40-OLHI2O2O

t€nggal 3 Desember 2020 tentang Perpanjangan Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir

Sampah (TPAS) Galuga di Desa Galuga Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor



Prosedur Pengelola IPAL

NO URAIAN KEGIATAN

PELAKSANA

PETUGAS IPAL
KASUBAG, TU

UPTD
KA. UPTD KELANGKAPAN WAKTU OUTPUT KXT

1 Petugas mengecek kesiapan Area lnstalasi

Pengolahan Air Limbah (IPAL)
Helm,sapatu karet 5 menit

Segera

2 Petugas mengecek saluran antar kolam penampung

di area Instalasi Pengolahan Air
Limbah (IPAL)

Pompa air L0 menit

Segera

3 Pefugas mengecek kesiapan mesin instalasi

pengolahan Leachete

Pompa dosing pump 15 menit

Segera

4 Petugas mengecek ketersediaan bahan kimia
pendukung dalam mesin instalasi
pergolahat Leacheate

PAC & Anionik 20 menit

Segera

5 Pefugas mengecek sistem kelistrikan mesin lnstalasi

Pengolahan Air Limbah
Perkakas Listrik 20 menit

Segera

6 Tangga Lipat 30 menit

Segera

7 Water Treatment Plant

wVrP)

2lam

Segera

B Bahan laporan Tingkat kandungan BOD & COD

Segera

Petugas mengecek keamanan atap IPAL dari

kebocoran

Petugas menjalankan tugas dalam mengolah

lnstalasi Air Limbah QPAL)

Melaporkan kepada Kepala UPTD Pengolahan

Sampah tentang keadaan TPAS dan proses Kegiatan

Operasional di TPAS Galuga



PEMERINTAH KOTA BOGOR

Nomor SoP UPTD TPAS-SOP-OO5

Lintas Fungsi
Melaksanakan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan
Persampahan di Kota Bogor

Aktifitas Lintas Fungsi Meningkatkan TPAJTPST/SPAJTPS-3R/TPS

Tanggal Pembuatan 12 Januati 2022

Tanggal Revisi

Disahkan oleh GKUNGAN HIDUP

OINAS LINGK

DENNI WIS s.E.,M.M.
d

1 003

Judul SOP
-' 

' ..irrrft-d Atat gerat

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1 . Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah

2. ?etjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogordan Pemerintah Kota

BogorNomor : 1 I 9/37IPKS/KSD(| l/2020
Nomor : 658. 1/Perj.1 40-OLNDO20
tanggsl 3 Desember 2020 tentang Perpanjangan Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir
Sampah (TPAS) Galuga di Desa Galuga Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor

1. Mengeiahuitugas dan fungsi Pengelola Alal Berat

2. Meng€tahui tugas dan fungsi jabatan

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1 SOP Penyusunan Rencana Kerja UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah '1. Baju Kerja Lapangan, Sepatu Safety

2. Buku Laporan

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1 Apabila penanganan sampah lerhambat maka tumpukan sampah yang masuk ke TPA
Galuga akan membludak, kinerja lnstansi menurun

KOTA BOGOR

:llrr:

p

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

3. Mengelahui penggunaan Alat Berat



NO URAIAN KEGIATAN

PELAKSANA

OPERATOR
ALAT BERAT

KASUBAG, TU
UPTD

KA. UPTD KELANGKAPAN WAKTU OUTPUT KET

I Operator Alat Berat mempersiapkan alat berat
agar bisa digunakan

Alat Berat, Safety Boots 30 Menit

2 Mendorong sampah di emplacement memakai
alat berat ke tempat pembuangan

Alat Berat, Safety Boots 9Jam

3 Mengeruk sampah memakai alat berat Alat Berat, Safety Boots 9 Jam

4 Meratakan sampah dan mendorong sampah ke

arah yang lebih jauh
Alat Berat, Safety Boots 9 Jam

5 Melaporkan kepada Kepala UPTD Pengolahan

Sampah tentang keadaan TPAS dan proses

Kegiatan Operasional di TPAS Galuga

Bahan Laporan masuk ke TPA

, ProsedurOperatorAlatBerat

J



Nomor SOP Sekr-Umpeg-SOP-001

Lintas Fungsi Melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Aktifitas Lintas Fungsi Menyusun Kebutuhan Operasional Pelaksanaan Kegiatan

Tanggal Pembuatan 12 Januati 2022

Tanggal Revisi

Disahkan oleh KUNGAN HIDUP
o.

*

o
, S.E.,M.M.

MP. 1966
e.
0022 200604 1 003

DENNI WI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP Judul SOP Pengelolaan Surat Masuk

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan MENPAN Dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Administrasi Pemerintahan

2. Peraturan Menti Pembayaran Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rl

No.80/2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas lnstansi Pemerintah

3. Peraturan Walikota Bogor Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Bogor Nomor 44 Tahun 2011 Tentang Tata Naskah Dinas Oi

Lingkungan Pemerintah Kota Bogor

'1. Mengetahuitugas dan fungsi pengadministrasi umum

2. Mengetahui tugas dan fungsi jabatan

3. Mengetahui penggunaan perangkat Komputer

4. Memahamitata naskah dinas dan pengagendaan serta perngarsipan

Keterkaitan Perlengkapan dan peralatan

1. Kartu Kendali Nomor Surat:

2. Buku Ekspedensi Surat Masuk;

3 Komputer, Printer , ATK

4 Tata Naskah Dinas

Peringalan Pencatatan dan pendataan

1. Apabila penanganan dan pengelolaan surat masuk terhambat maka semua
aktivitas perkantoran akan mengalami keterlambatan, Kinerja lnstansi menurun

1. Disimpan sebagai Dokumen Surat masuk

KOTA AOGOR

:i?iir:

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

o



Nomor 50P Sekr-Umpeg-SOP-002

Lintas Fungsi Melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Aktifitas Lintas Fungsi Menyusun Kebutuhan Operasional Pelaksanaan Kegiatan

Tanggal Pembuatan 12 Januati 2022

Tanggal Revisi

NGKUNGAN HIDUP

.1

LINGKUNOlNAS

DENNI WS s.E.,M.M.
"o

NI 1 003

Disahkan oleh

DINAS LINGKUNGAN HIDUP Judul SOP rat Keluar

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
lndonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan lnstansi Pemerintah

2. Peraturan Walikota Bogor Nomor 15 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Bogor Nomor Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan
Pemerintah Kota Bogor

3. Peraturan Walikola Bogor Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikcta Bogor Nomo 44 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kota Bogor

1. Jabatan: Pengadministrasi Umum

2. Kualifikasi : SLTtuDl/DlUDlll di bidang manajemen perkantoran/administrasi
perkantoran/tata perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. Komputer/Laptop

2. Alat Tulis Kantor

3. Buku Kode Klasifikasidan lndex Kaitan

Peringata 1 Pencatatan dan pendataan

1. Surat keluar harus segera didistribusikan kepada pihak terkait

2. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan terladi keterlambatan penyampaian
informasi kepada pahak-pihak terkait dan tidak sesuai dengan prosedur yang

berlaku

1 . Pendataan dan pencatatan harus benar dan lengkap

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

:i?irrrl

KOTA AOGOR

?



Prosedu r Surat Keluar

NO Kegiatan

PELAKSANA Mutu Baku Ket

STAFF UMPEG SEKERTARIS (EPAIA DINAS UNIT (ERJA
Persyaratan/ kelengkapan

Output
Hari lam Menit

1 Menerima surat dan melakukan
pencetatan dan pen8inputan ke aplikasi

SIMARDI. Melampirkan surat disposisi pada

lembar surat

Pastikan tujuan surat telah
benar

5 Surat, disposis;

2 Meneruskan surat masuk dan disposisi

kepada Sekretaris Dinas,

surat yang telah dllampirkan
lembar disposisi

5 Surat, disposisi

3 sekretaris Dinas melakrrkan penelaahan

untuk menentukan alur surat selanlutnya

sekretaris dapat memberikan catatan

sebagal pertlmbangan pada lembar

disposisi. Dengan pertimbangan tertentu
surat dapat langsung dlteruskan kepada

unit kerja.

Pertimbangan yanga dapat di

ambil I

- Membutuhkan jawaban

se8€ra;

- HalyanS bersifat rutin;
- Tldak memerlukan
penelaahan lanjutan;
- Hallain yang telah
didelegasiakn (epala Dinas.

20 Surat, disposisi

4 Menerima Surat masuk. Penelaahan dan

memberikan arahan serta dlsposisl ke unit
kerja.

20 Surat, disposisi

Unit kerjamenedma surat untuk tindak

laniut
Surat, disposisi

I

5



PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

Nomor SOP Sekr-Umpeg-SOP-003

Lintas Fungsi
Melaksankaan Pengadaan Barang [ililik Oaerah Penunjang Urusan
DLH

Aktifitas Lintas Fungsi
Menyediakan Paket Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

Tanggal Pembuatan 12 Januati 2022

Tanggal Revisi

Disahkan oleh UNGAN HIDUP

DINAS LINGI(Ut'lGAtl

NNI WI , s.E.,M.M.

6l rP 200604 1 003

DINAS LINGKUNGAN HIOUP Judul SOP Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)

Kualifikasi pelaksana

1. Peraluran MENDAGRI Nomor lgTahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah

2. Peraturan MENPAN Dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Administrasi Pemerintahan

3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang milik Daerah

4. Peraturan Walikota Bogor Nomor56Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Oaerah Oi Lingkungan
Pemerint€h Kota Bogor

1. Mengetahui tugas dan fungsi pengadministrasi umum

2. Mengetahui tugas dan fungsijabatan

3. Mengetahui penggunaan perangkat Komputer

4. Memahamitata naskah dinas dan pengagendaan serta pemgarsipan

Keterkaitan
'l. Lembaran Kerja

2. Buku lnduk lnventaris

3. Komputer, ATK

Peringatan

L Apabila Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan Barang/Penyusunan RKBMD tidak berjalan
dengan baik maka pemenuhan kebutuhan barang akan mendapat hambatan sehinga dapat
menghalrtat kegiatan kantor dengan keadan peralatan seadanya

1. Aktivitas Penyusunan RKBMD dicatat dan didata sebagai dokumen atau bahan laporan
pengurus barang pengguna

KOTA BOGOR

ltrtt:

5.
V

o

Dasar Hukum

Perlengkapan dan peralatan :

Pencatatan dan pendataan :



Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

xeSiatan
PELAKSANA

KetPenturus Sarang

Penttuna
xasubang umum

Kepala Dinas Output

1 M€r,yampaikan lnforma5i akan kebutuhan baranB untuk
drusulkan kepada mesinS-maJing bidang

Agenda kera/tupoksl,
lnformasi

S menit

2 Memeriksa kondisiflslk barangatau inventaris yeng layak

digantl atau diperbalkioleh ma5ing-masing bldang serta

rencana lebutuhan barang tahun mendatanS dalem

rangka tuntLrtan lerla

Agenda kerja/tupoksi,
kebutuhan barang

15 menit Draft kebutuhan baranS

3 Membuatrekapltulasl atasusulan masinS-mas{n8bidang

untuk dlteruskan kepada kepela melalul sekretarls dan

kasubag uftum den l(epegawaian

l

Rekapitulasidaftar
kebutuhan baranS,

ljam Rekapltulasidefter
kebutuhan barang

Memerlksadan mencermatl reka pltolasi usula n, l lka

dinilal pantas untuk diganti maka dlteruskan kepada

kepala. Jika masih dapatdirervlce tanpa menBUrangl

kinerla akan dltunda

Rekapltulaiidaftar
kebutuhan bareng

15 menit Rekomendasl/dlsposlsl

kebutuhan barang

5 Memerlksa dan menc€rmatl ulang rekapltulasl usulan.

llka keuanS.n anSgaranadamake segera dlbeli atau

dlperbalkl, J ka tldak.da, usulkan sebagai prlorltas p3da

tahun anggeran mendatanS

Rekapltulasideftar
kebutuhan barang

10 menit Rekomendasi/dlsposisl

kebutuhan berang

6 Mefl€rima rekomendasi dari Kepala untuk mema$kken

kebutuhan baranB prioritas kedalam rancanSan usulan

program kegiatBn mendatang

Rekapltulasi/disposisl

daftar kebutuhan baranS

5 menit Rekom€ndasl/dhposisl

kebutuhan baranS

7 Rapat koordlnaii internal pembahasen dan penentuan

kebutuhan baran8

Rekapltulasi/dlsposlsl

daftar kebutuhan barang,

rapat

4lam Hasil rapat penentuan

kebutuhah berang

8 Menetapkar kebutuhan baranB dalam rangka

peningkatan kinerja atau pelayanan masyarakat

10 menit Penetapan (ebutuhan

BaranS

I

akhn
lHasrl 

rapet penentuan

lkebutuhan 

barang



PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

KOTA EIOGOR

Nomor SOP

Lintas Fungsi
Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan DLH

Aktifitas Lintas Fungsi

Tanggal Pembuatan 12 Januari 2022

Tanggal Revisi -z:\
Disahkan oleh NGAN HIDUP

D 1NAS LING'I$IIG
lil

twts E.,M.M.
o

1 003

DINAS LINGKUNGAN HIOUP Judul SOP Membayar Pajak Kendaraan oinas Roda 2, Roda 4 dan Roda 6

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1 . Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Paiak Daerah dan Retribusi Daerah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi

1. STLA

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

1. SOP Pemeliharaan barang inventaris

2. SOP Penshapusan Barang Milik Negara/Daerah

1. Kendaraan Roda 2, Roda 4 dan Roda 6, STNK, BPKB

Peringatan Pencatatan dan Pendapatan

1 Jika SOP :idak dilaksanakan, maka akan teriadi tunggakan paiak

Sekr-Umpeg-SOP-004

:trrr:

Menyediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1. Dokumen Barang



Membayar Pajak Kendaraan Dinas Roda 2, Roda 4 dan Roda 6

Ketlvlutu Baku

Menit
Output

Hari Jam
Persyaratan / KelengkapanKASUEAGSTAFF UI\4UMNo Kegiatan

Terdapat kendaraan roda 2 dan
roda 4 yang harus dibayar
pajak

STNK dan BPKBl\renginventaris tanggal pembayaran palak kendaraan toda2,
roda 4 dan roda 6

Selesainya pembuatan surat
pengantar pajak

4Komputer, data kendaraan yang

akan dibayar pajak
2 lrembuat surat penganlar untuk membayar

menyerahkan kepada kasubbag untuk ditandatanganl
pajak dan

Lunasnya pembayaran paiak5Surat pengantar kendataan rcda 2,

roda 4 dan roda 6 , foto copy STNK,
BPKB

3 Membayar pajak kendaraan dinas
kantor SAMSAT sebelum batas waktu pembayaran

roda 2, roda 4 dan roda 6 di

10 Lunasnya pembayaran pajakBukti pembayaran pajakllelaporkan bahwa pajak kendaraan sudah dilaksanakan4

TeBimpannya buKi pelunasan
pajak

l0Bukti pembayaran pajak
5 l\,lengarsipkan bukti pembayaran pajak

1

I

1



PEMERINTAH BOGOR

Nomor SOP Sekr-Umpeg-SOP-005

Lintas Fungsi
Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan DLH

Aktifitas Lintas Fungsi
Melaksanakan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

Tanggal Pembuatan 12 Januari2A22

Tanggal Revisi

Disahkan oleh D HIDUP
P

ti *c

I
D\NA5

s.E.,M.M.
o

1 200604 1 003

DINAS LINGKUNGAN HIDUP Judul SOP Pengelolaan Barang

Dasar Hukunr Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Kepegawaian 1. Surat Masuk

2. Buku Register

Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. KeterlamDatan dalam proses pengelolaan barangakan menghambat proses

penyeles*ian pendistribusian barang tersebut

KOTA BOGOR

:iii?i:



Pengelolaan Barang

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku
Ket

STAFF UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

KASUBAG UMUM
DAN KEPEGAWAIAN

KEPALA DINAS
UNIT KERJA YANG

DITUJU
Kelengkapan/
Persyaratan

Waktu

Output
Hari Jam M€nit

1 Menerima, memeriksa dan
melakukan pengecekan
barang - barang yang masuk Barang yang masuk

2 Barang

2 Menyetujui dan
menandatangani faktur
penerimaan barang

Faktur pengiriman
barang

Faktur pengiriman
barang

3. Membuat dan
menandatangani Berita Acara
Penerimaan Barang

Berita Acara
Penerimaan barang

25 Berita Acara Serah
Terima Barang

4. Menginventarisi, melakukan
penomoran dan penempelan
sliker pada Barang 1.Buku Register

Barang
2. Stiker Barang

'l Barang yang sudah
diinventarisir, diberi
nomor dan stempel

oleh stiker

5. Melaporkan hasil
inventarisasi baran g kepada
pimpinan Laporan hasil

inventaris barang

20 Persetujuan tentang
penyerahan barang

6 Mendistrbusikan /
menyerahkan barang -
barang kepada unit kerja
yang membutuhkan sesuai
dengan permohonan dari
masing - masing dan telah
diketahui dan disetujui
oimoinar

Berita acara
penyerahan barang

1 1, Barang yang
akan didistribusikan

2. Berita Acara
Serah Tarima

Barang

L__



Nomor SOP Sekr-Umpeg-SOP-006

Lintas Fungsi Melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Aktifitas Lintas Fungsi Menyusun Kebutuhan Operasional Pelaksanaan Kegiatan

Tanggal Pembuatan 12 Januari2022

Tanggal Revisi

Disahkan oleh LINGKUNGAN HIDUP

s.E.,M.M.

1 003

DINAS LINGKUNGAN HIDUP Judul SOP
me tarsarihti&gdffem bantuan Karis / Karsu,

Karpeg, Askes

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Keputusan Ka. BAKN No. 066/KEP|1974 Tgl. 10 Oktober 1974 tentang Kartu Pegawai
NegeriSipil

2. Surat Edarrn Ka. BAKNNo. : 01lSE/1975 Tgl. 09 Januari 1975 tentang Petunjuk Permintaan
Penetapaldan Penggunaan Nomor lnduk PNS dan Kartu Pegawai Negeri Sipil

3. KeputusanKa. BAKNNo. : A2llKEP/1988 Tgl 27 Februari 1988 tentang Penggunaan Kartu
PNS (KarpBg) dan Kartu lsteri/Kartu Suami PNS(Karis/Karsu)

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

Peringatan Pencatatan dan pendataan

KOTA BOGOR

7-!
i?ilir:

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR



usulan pembarntuan Karis / Karsu, xarpe& Askes

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket
PEGAWAI

STAFF
UMUM

KASUBAG
UMPEG

SEKDIS KADIS
Ka.

BKPSD/
PT. ASKES

Kelengkapan

Waktu

Output
Hari Jam Menit

1 Pggawai yang mengajukan
permbuatan Karis/Karsu, Karpeg dan
Askes

Berkas 30 Data/ berkas
Pegawai

2 Mbneliti atau chek list persyaratan
administrasi

Berkas 30 Check List
kelengkapan
berkas

3 Mbmbuat pengantar usulan peserta
yqng mengikuti Diklat dan pelatihan
teKnis

Berkas yang

sudah
lengkap

15 Surat
pengantar &
berkas

4 Membuat pengantar usulan
p€mbuatan Karis/Karsu, Karpeg dan
Askes

Surat
pengantar &

berkas

30 Surat
pengantar &
berkas

Pemeriksaan oleh Sekretaris Dinas Surat
pengantar &

berkas

10 Surat
pengantar &
berkas

6 P+nandatanganan pengantar -l Surat
pengantar &

berkas

10 Surat
pengantar &
berkas

7 Ponyampaian berkas usulan
prmbuatan Karis/Karsu, karpeg dan
Arkes

Surat
pengantar &

berkas

20 Surat
pengantar &
berkas

8 P4ngarsipan __l Surat
pengantar &

berkas

( Dokumen

-l
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PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

Nomor SOP SekrUmpeg-SOP-007

Lintas Fungsi lvelaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Aktifitas Lintas Fungsi Menyusun Kebutuhan Operasional Pelaksanaan Kegiatan

Tanggal Pembuatan 12 Januati 2022

Tanggal Revisi

Disahkan oleh INGKUNGAN HIDUP

o

HlOUP

o NNI , s.E.,M.M.

IPGl 200604 1 003

DINAS LINGKUNGAN HIDUP Judul SOP Pengelolaan Data Kepegawaian

'1 . Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

2. Peraturan MENPAN Dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3. Peraturan Daerah Nomor 4 fahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan
Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

4. Peraturan Walikota Bogor Nomor 56 Tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Kota
Bogor

1. Mengetahui Tugas dan fungsi pengadministrasian Kepegawaian

2. Mengetahui tugas dan jabatan

3. Mengetahui aturan kepegawaian

4. mengetahui tata cara perhitungan dan pengelolaan presensi

Keterkaitan Peralatan/perlenBkapan

'1. SOP Pengajuan Cuti Pegawai

2. SOP Kenaikan Pangkat

3. SOP Kenaikan Gaji Berkala

'l . Lembaran Kerja

2. Komputer, Simpeg, Printer, ATK

3. Buku Aturan Kepegawaian

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Apabila pelaksanaan pengelolaan data kepegawaian tidak berjalan dengan baik, maka data
kepega\i/aian menjadi tidak valid dan akurat

1. Aktivitas pengelolaan data kepegawaian dicatat dan didata sebagai dokumen atau
bahan laporan pengadministrasian kepegawaian

KOTA BOGOR

p

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana



Pengelolaan Data Kepegawaian

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganPengadministrasian
Pegawai

Kasubag Umum Dan
Kepegawaian

Sekretaris Kepala Dinas Persyaratan Waktu Output

1 Memeriksa data pegawai pada simpeg dan
mencocokkannya pada pangkat,Gol, Gaji
Berkala,Jumlah Anak,Mutasi,Kediklatan sesuai
surat dan bukti yang sah

@
I

I
I

Agenda kerja/Tupokis,
Simpeg, Komputer, Copy surat

dan bukti-bukti

5 Menit Aplikasi Simpeg

2. Menyimpan berkas data pegawai yang
bertambah kedalamn Map dokumen keepr
setelah dilakukan konfirmasi atau analisa

i'- --- ..-:tl

Agenda Kerja/Tupokis, copy
bukti-bukti

5 Menit Berkas Data
Pegawai

3. Memasukkan data ke aplikasi Simpeg
berdasarkan surat dan bukti yang sah kemudian
diserahkan untuk dicermati dan diperiksa
Kasubag Umum dan Kepegawaian

i

I

*

Agenda Kerja/Tupokis,
Simpeg, Komputer copy surat

dan bukti-bukti

1 Jam Hasil entri Data

4. Menilai dan mencermati hasil Entri data jika hasil
Entri benar, diparaf dan diteruskan kepada
sekretaris. Jlka belum dikembalikan dan
diperbaiki sesuai arahan

i+ I

,..t

Hasil Entri Data 15 Menit Disposisi, Hasil
Entri Data

5 Mencermati kembali hasil entri data Jika hasil
entri benar, akan ditandatangani sebagai
mengetahui. Jika belum dikembalikan dan
diperbaiki sesuai arahan + Hasil Entri Data 15 Menit Disposisi

Pengesahan Data

6 Mencari hasil enlri data yang sudah
ditandatangan dan diagendakan i--" -"'--- " -,

i-.--,-_*-..-:

i -*-.*i
ri
'1

Pengesahan entri data, Buku
Agenda

5 Menit Arsip, Pengesahan
Entri Data

7 Memperbarui data pegawai setiap bulan secara
rutin, Bila terjadi perubahan sesuai bukti dan
surat yang sah

Agenda kerja/Tupokis,
Simpeg, Komputer, Copy surat

dan bukti-bukti

5 Menit Pembaruan Data
Pegawai



t

KOTA BOGOR

t\*.{'

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

Nomor SOP Sekr-Umpeg-SOP-008

Lintas Fungsi Melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Aktifitas Lintas Fungsi Menyusun Kebutuhan Operasional Pelaksanaan Kegiatan

Tanggal Pembuatan 12 Januari2022

Tanggal Revisi

Disahkan oleh ngan Hidup

$IERAH

*
,MM

1 003

DINAS LINGKUNGAN HIDUP Judul SOP
\\ V,^
\&ngeiuafiCuti Pegawai

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
...*=;:"

1. Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang Disiplimn Pegawai Negeri Sipil

2. Peraturan MENPAN Dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor : 1 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan
Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

1. Mengetahui tugas dan fungsi pengadministrasi Kepegawaian, Pengadministrasian
Umum dan Kasubag Umum dan Kepegawaian

2. Mengetahui Tugas dan fungsi jabatan

3. Mengatahui Aturan Kepegawaian

4. Mengetahui penggunaan perangkat komputer

5. Mengetahui tata cara administrasi dan persuratan

Keterka ita n Peralatan/perlengkapan

1. SOP Pengelolaan Surat Keluar 1. Lembar Kerja

2. Komputer, Simpeg, Printer, ATK

3. Buku Aturan Kepegawaian

4. Buku Penjagaan, Buku Agenda, Buku Ekspedisi

5. Cap Stempel, Buku Nomor 5urat, Tata Naskah Dinas

Peringatan Pencatatan dan pendataan

fuabila Pengajuan Cuti Pegawai tidak berjalan dengan baik maka sisa cuti pegawai tidak
dapat diketahui sehingga akan berimplikasi terhadap kinerja dan prestasi kerja pegawai
kemudian terhadap kinerja Dinas

1. Aktivitas Pengajuan Cuti Pegawai dicatat dan didata sebagai dokumen atau bahan
laporan pengadministrasian pegawai

:ffir:



Pengajuan Cuti Pegawai

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganPengadministrasi
Kepegawaian

PNS Kasubag Umpeg Sekretaris Kepala Dinas Persyaratan Waktu Output

1. Menerima dan meneliti permohonan cuti yang

dialukan pegawai melalui formulir cuti E@ Agenda
Kerjaffupokis,
Formulir Cuti

5 Menit Permohonan Cuti

2. Memeriksa kelengkapan persyaratan cuti
meliputi : Belum pernah

mengajukan,kepentingannya,volumen dan
kesibukan kerjajenis cuti, lama cuti, alamat
pegawai selama cuti, kontak person

T
Permohonan Cuti,
Peraturan tentang

Cuti, Buku Register
Cuti

15 Menit Permohonan Cuti

3. Membuat kemudian menyampaikan konsep surat
ijin cuti untuk dicermati, diparaf dan
ditandatangani

SKPermohonan Cuti,
Peraturan Tentang

Cuti,ATK, Tata
Naskah Dinas

l jam lonsep Surat ijin
cuti

4. M€m€riksa dan menc€rmati konsep surat ijin

cuti, Jika sudah benar akan diberi paraf untuk
diteruskan kepada sekretaris. Jika belum,
Dikembalikan untuk + Konsep Surat ljin Cuti 15 Menit Disposisi, Surat liin

Cuti

5. Memeriksa dan mencermati konsep surat ijin cuti
. Jika sudah benar akan diberi paraf untuk
diteruskan kepada kepala dinas,jika b€lum maka
dikembalikan untuk diperbaiki sesuai arahan +

I

t I

Konsep Surat ljin Cuti 15 Menit Disposisi, Surat ljin
Cuti

6. Memeriksa dan mencermati kembali konsep
surat ijin cuti. Jika sudah b€nar dan disetujui,
ditanda tangan untuk disolesaikan.Jika belum
akan dikernbalikan untuk diperbaiki atau ditunda
sesuai arahan

I ;

+
Disposisi, Surat ljin

Cuti
15 Menit Surat liin Cuti

7, Menerima surat Uin cuti yang sudah
ditandatangani den diserahkan ke
pengadmiristrasian umum

-

Surat ljin Cuti 5 Menit Surat ljin Cuti

8. Penyempurnaan data-data kinerja untuk
dimasukan ke DokumMemberikan nomor surat,
cap stempel serta mengagendakannya dan
menyimpaI sebagai arEip

Ir Surat ljin Cuti, Cap
Stempel, ATK, Buku

Agenda

5 Menit Surat ljin Cuti

9 Menyampaikan surat Uin cuti kepada pegawai
yang bersengkutan l@D

Surat i.iin Cuti 5 Menit Surat ljin Cuti



}<OTA ETOGOFI

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

Nomor SOP Sekr-Umpeg-SOP-009

Lintas Fungsi Melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Aktifitas Lintas Fungsi Menyusun Kebutuhan Operasional Pelaksanaan Kegiatan

Tanggal Pembuatan 12 Januari 2022
Tanggal Revisi -,::::,il:R..
Disahkan oleh GKUNGAN HIOUP

0flAS

S.E.,M.M

NIP,,1 0604 1 003

DINAS LINGKUNGAN HIDUP Judul SOP
u"uran peiq€"iOg-a89;frd'metatui diklat atau pelatihan

tekris,I(Elr*bdf6jar, izin belajar dan lainnya

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1 . Undang-undang No. 5 Tahun 2014 ttg Aparatur Sipil Negara

2. Surat Edaran Menpan RB No. 04 Tahun 2013 ttg Pemberian Tugas Belajar dan lzin Belajar
PNS

3. PeMali Kota Bogor No. 2 Tahun 20'12 ttg Pembeian lzin Belajar, Tugas Belajar dan
Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah Bagi PNS di Lingkungan Pemerintahan Kota Bogor

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

Peringatan Pencatatan dan pendalaan

Ruang Lingkup

:lrrrr:



Usulan pengembangan sDM melalui diklat atau pelatihan teknis, tugas belaiar, izin belaiar dan lainnya

No Kegiatan
Pelaksan Mutu Baku

Ket
PEGAWAI

STAFF
UMUM

KASU BAG
UIMPEG

SEKDIS Ka, BKPSDM Kelengkapan
Waktu

Output
Hari Jam Menit

1 Mengusulkan pegawai yang sesuai
dengan pendidikan dan
kompetensinya.

Berkas 30 Data/berkas
Pegawai

2 Meneliti atau chek list persyaratan
administrasi

Berkas 't0 Check List
kelengkapan
berkas

3 Membuat pengantar usulan peserla
yang mengikuti Diklat dan pelatihan
teknis

Berkas yang

sudah lengkap
5 Surat

pengantar &
berkas

4 Pemeriksaan oleh Kasubag Umum
dan Kepegawaian

Surat
pengantar &

berkas

Surat
pengantar &
berkas

5 Pemeriksaan oleh Sekretaris Dinas Surat
pengantar &

berkas

Sural
pengantar &
berkas

6 Penandatanganan pengantar Surat
pengantar &

berkas

10 Surat
pengantar &
berkas

7 Penyampaian berkas usulan
peserta yang mengikuti Diklat dan
pelatihan teknis

Surat
pengantar &

berkas

Surat
pengantar &
berkas

Pengarsipan Surat
pengantar &

berkas

5 Dokumen/arsip
surat

KADIS

30

]
30

I
____l



PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

Sekr-Umpeg-SOP-010

Lintas Fungsi Melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Aktifitas Lintas Fungsi Menyusun Kebutuhan Operasional Pelaksanaan Kegiatan

Tanggal Pembuatan 12 Januati 2022

Tanggal Revisi

Disahkan oleh INGKUNGAN HIDUP

on

ints utuottutlctxD

,o DENNI TO, S.E,,M.M

tP91 2 200604 1 003

DINAS LINGKUNGAN HIDUP Judul SoP Usulan Kenaikan Pangkat,Gaji berkala

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

'1 . UU No.Slahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian. UU No.43 Tahun 1999

2. UU No.S tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

3. PP No.g€Tahun 2000 Tentang kenaikan Pangkat PNS. PP No.12 Tahun 2002

4. Kept.Kepala BKN No.l2 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.99 Tahun
2000 PP \0.12 Tahun 2002

5. Perka 2C13 Tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat Reguler
PNS Untlk Menjadi Pembina tingkat I Golongan Ruang lv/lc Ke bawah

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Usulan k)naikan Pangkat, gaji berkala apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, Maka proses
kenaikanpangkat, gaji berkala ini tidak akan berjalan lancar.

1. Pendaftaran dan pencatatan harus benar dan lengkap

KOTA BOGOR

:rtr :

Nomor SOP



{sulan Kenlrikan Pangkat,Gaji berkala

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku
Kct

PEGAWAI STAFF UlTUM KASUBAG UMPEG SEKDIS KADIS
K8.

BKPSDM
Kelongkapan

Waktu
Output

Hari Jam Monit

1. Pegaw€i ysnd akan nslk pangkrqt dan geji

berkala

,1

Data/ Berkas Pegawai

2. Menelili atsu bheklist perlyaratan administrasi Berkas kenaikan pangkat
yang sudah diperiksa

3. Membust Paigantsr ksnsikan pangkst dan
kensikan gaji barkala

Kallngkapan B€rkss
konaikan p€ngkat & Sural

pengantar

4, Pamcrik$8n olah Kesubeg Umum dan
KcpcgMian

Kelongkapan Bsrke6 k6naikan
pangkat & SurEt pengantar

I Kol€ngkapan Berkes
kamikan pangkat & Sural

pangantar

5. Pcmcrik$an olrh SckGlad! Dinrt Kelangkspan Bcrkar krneikln
pangkat & Surst pengsnter

30 Kalrngkspan Barkas
k naiken pangkat & Surat

pengantar

6. Penandatanganan surat pengantar Kelengkapan Borke8 k6naiken 15 Kel€ngkapan Berkas
kcn8iksn psngkat & Surat

pongentar

7. Penyampaiat berkas Kenalkan Pantkat dan

Gaji Berkala

Kelengkapan Borka8 kenaikan
pangkal & Suret pengantar

20 Kelengkapan Berkas

pengentar

8. Penga6lpan 3erkas kenalkan pan8kat dan Gaji

berkala

10 Dokumen

I -*F

Berkas kenaikan pangkat

Berkas k6naikan pangkat

pangket yeno sudah diperiks

pangksl & Surst p6ngantar



Nomor SoP Sekr-Umpeg-SOP-011

Lintas Fungsi l\4elaksanakan Adminiskasi Umum Perangkat Daerah

Aktifitas Lintas Fungsi l\,lenyusun Kebutuhan Operasional Pelaksanaan Kegiatan

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi -/=-\
Disahkan oleh KUNGAN HIDUP

t,
DINA s r..ilGmii0

DENNI S.E.,M.M
+

1 003

DINAS LINGKUNGAN HIDUP Judul SOP ';bffian"ixan Pangket

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 20'10 Tentang Disiplin PegawaiSipil

2. Peraturan MENPAN Dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Slandar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peralruan Daerah Kota
Bogor Nomor 3 Tahun 2010Teniang Naskah Organisasi Perangkat Daerah

4 Peratruan Walikota Bogor Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan FungsiSerla Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor

1 . Mengetahui lugas dan fungsi Pengadministrasi Kepegawaian, Peflgadministrasi
Umum dan Kasubag Umum dan Kepegawaian

2. Mengetahui tugas dan fungsi jabatan

3. Mengetahui Aturan Kepegawaian

4. Mengetahui penggunaan perangkat komputer

5. Mengetahuitata cara administrasi dan persuratan

Kelerkaitan Peralatan/perlengkapan

1 SOP Pengelolaan Sural Keluar 1. Lembaran Kerja

2. Komputer, Simpeg, Printer, ATK

3. Mengetahui Aturan Kepegawaian

4. Buku Penjagaan, Buku Ag€nda, Buku Ekspedisi

5. Mengetahuitata cara administrasi dan persuratan

Pe'ingatan Pencatatan dan pendataan

1 Apabila Pelaksanaan Pembuatan Kenaikan Pangkatlidak berjalan dengan baik maka
penerimaan gaji pegawai akan terlambat sehingga akan berimplikasi lerhadap kinerja dan
prestasi kerja pegawai kemudian terhadap Kinerja Dinas

1 . Aktivitas pelaksanaan Pengusulan Kenaikan Pangkat dicatat dan didata sebagai
dokumen atau bahan laporan pengadministrasian pegawai

KOIA BOGOR

:i?iirl

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

12 Januati 2022



Usulan Kenaikan Pangkat

No, Kegiatan

Pelak8ana Mulu Baku

KetPengadmini6tra3ian
Kepegawian

Ka3ubag Umum dan
Kepegawaian

PNS
PengadminLstrasi

Surat
Output

1 I\remdksa Dats
pangkat

awai yang akan naik @
Buku Jaga Kepegawaian '1 Jam Dete p€gawai yang d€n naik

pangkat

2 l\rBn€lili kelengkapan borkas Pegawai yang

akan naik pengkat

-

Dala Pegawai yang akan naik
pangkal,lomat c€klist

5 Harl Data k6l6ngkapan berkas
Pegawai, C€klist

3 Mengi keengkapan
p€gawai yang alan naik pangkat

-

Data k6l6ngkapan berkas
Psgawai

15 [,len]t P6ngumumen kelerEkapan
bert€s pegawoi yang akan naik

pangk6t

4. M6lengkapi kekurangan beries
pangkat dan rnonyorahkan kepada
Kesubag Kep€gawaian

.-
Data Kekurangan kelengkapen

berkaskenaikan pangkal
I Han K6lengkapan barka6 k€naikan

pangkat

5. M6neliti ulang keloogpakan berkas
kenaikan pangkat

Kelengkapan berkas Kenaiken
Pengkal

15 Menit K€lengkapan berkas Keneikan
Pangkat

5. Melega is r ke e gkapan be*as
pangket dan membuel surat pengantar

-

Kelengkapan Belkes Kenaikan
Pangkal yang Sudah Oilegalisir

151!,1enit K6l6ngkapan B€*as Kenaikan
Pangkat yang sudah di169alisir,

Surat Penganhr

1 Scan dokume

-

ldem 2 Hat Kslengkapan B€rkas Kenaikan
Pangkai yang sudah dil€gelisir,

Surat Penganbr

a. Menye@hkan Llsulan pangkal k6 BKPSDA 6 Kelengkapan Eerkas Kenaikan
Pangkat Yang sudah dilegalisir

Surat P€ngantar

30luenit Taflda Terima



7-l

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

Sekr-Keuangan-SOP-012

Lintas Fungsi Melaksanakan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Aktifitas Lintas Fungsi
lvlenyiapkaan kelengkapan administrasi penggajian dan

tunjangan ASN lingkup DLH

Tanggal Pembuatan 12 Januati 2022

Tanggal Revisi
-.2-\

Disahkan oleh INGKUNGAN HIDUP

TO, S.E.,M.M

2 200604 1 003

DINAS LINGKUNGAN HIDUP Judul SoP PengaJuan Belanla Langsung (LS)

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
tahun 2016 nomor: 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 5887)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi pemerintahan

4. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman teknis pengelolaan Keuangan daerah

5. Peratur daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan

keuangan daerah

6. Peraturan Walikota Bogor Nomor 14 Tahun 2014 tantang sistem Akuntansi Pemerintahan
Daerah Kota Bogor

1. lvemahami tugasdan fungsi Verifikasi Keuangan

2. Memiliki pemahaman tentang akuntansi

3. Mengetahui penggunaan perangkat Komputer

4. Memahami Aplikasi Keuangan yang digunakan

Keterkaitan Perlengkapan dan peralatan

1. Dokumen Pengajuani

2. Komputer, Printer, ATK

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Apabila )okumen pengajuan LS terlambat maka pembayaran kepada rekanan akan
lerhambat

1. Disimpan sebagai dokumen pengajuan LS

XOTA BOGOR

:rtllr:

Nomor SOP



Pengaiuan Belania L6ngsung (LS)

No, K€glatan

PELAKSANA Mutu Baku

Ket
Bidang (PPK) Staf (Verifikator) Kesubag K€uangan

Sekretarls Selaku

PPI( SKPD

Kadls (Pengguna

Anggaran)
B€ndahara Pengeluaren BKAD Nelengkapan Waktu Output

1 Menga.iukan berrlcs L5 Berkas Pengajuan Ls 5 menit M€nerima ajuan

berkas LS

2 Bagian KeuangAn menerima penSajuan

permohonan p€mbayaran Ls

KelenBkapan Berkas

Pengajuan LS

5 menit Proses dan Tindak

!anjut

3 Bagian Keuangan memverifikasi kelengkapan

pengajuan LS

gerkas Pengajuan L5 yang

telah diperiksa

30 menit Berkas Pengajuan LS

yang telah diperiksa

4 Jika pengajuan Lsterdapat kekutangan / tidak

lengkap maka t)erkas akan dikembalikan
kepada PPK

Ya

Berkas Pengajuan LS yang

telah lengkap

10 menit Be*as Pengajuan LS

yahg telah lengkap

5 Jika pentajua;Lstelah lengkap, maka Bagian

Keuantan menyerahkan kelengkapan
pengajuan kep!da PPK SKPD untuk dl

Berkas Pengajuan L5 yang

telah lengkap

L0 menlt Berkrs Pengaluan Ls

yant telah lenSkap

6 PPK SKPD menyerahkan pengajuan LS kepada

Pengguna Angdaran untuk mendapatkan

persetuiuan pembayaran.

Berkas Pentajuan L5 180 menit Sulat masuk yang

sudah dlparaf dan

dlberi disposisi

7 Setelah mendapatkan persetujuan Pengguna

AnSgaran makj Pengajuan L5 diserahkan

kepada B€ndaIaG Pengeluaran untuk
dlproses

Berkas Pengajuan L5 yang

telah disetuji

5 menit Berkas Pengaluan Ls

unluk dl proses

I Bendahara petgeluaran membuat pengajuan

SPP

SPP, SPM Ls 20 menit Pembuatan SPP dan

SPM LS

9 Pengajuan SP Fdiverifikasi oleh PPK

SKPD,selanjutrva dibuatkan SPM LS

SPP, SPM LS yang telah

diverifikasi

20 menit SPP/SPM yang telah
diperiksa &
pembubuhan paraf
pada lembar SPMnya

10 PPK sKPD medeGhkan berkas pengajuan

SPP, SPM LS kdada PA untuk ditandatangani

SPP, SPM LS yang telah

dibubuhi paraf Kasubbag
(euangan & Sekretaris Dinas

180 menit SSP, SPM LS yang telah

ditanda tan8ani

11 Berkas LS diseahkan kepada EKAD melalui e-

office untuk d€rbitkan SP2D

sPP, SPM L5 yang telah

ditanda tangani dan Berkas

Pengaiuan Ls yang telah

lengkap

I hari Bukti telah dikirimkan
mdalui e Office



Nomor SOP Sekr-Keuangan-SOP-01 3

Lintas Fungsi Melaksanakan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Aktifitas Lintas Fungsi
Menyjapkaan kelengkapan administrasi penggajian dan
tunJangan ASN lingkup DLH

Tanggal Pembuatan 12 Janrati 2022

iz=-"\r\Tanggal Revisi

Disahkan oleh NGAN HIDUPKEP

N

.E.,M.M.

'l 003

Judul SOP PengaJuan Belanja Tidak Langsung (GaJi)DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kualifikasi pelaksanaDasar Hukum

1. Memahami tugas dan fungsi Verifikasi Keuangan

2. Memiliki pemahaman tentang akuntansi

3. Mengetahui penggunaan perangkat Komputer

4. Memahami Aplikasi Keuangan yang digunakan

'1. Peraturan Pemerintah Nomor'18 tahun 2016 tentang Perangkat Oaerah (Lembaran Negara
tahun 2016 nomor : 1 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 5887)

2. Peraturan Pemerintah Nomor '12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi pemerintahan

4. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman teknis pengelolaan Keuangan daerah

5. Peraturan daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan
keuangal daerah

6. Peratural Walikota Bogor Nomo l4Tahun 2014 tantang sistem Akuntansi Pemerintahan
Daerah Kota Bogor

Perlengkapan dan peralatanKeterkaitan
1. Dokumen Pengajuan;

2 Komputer, Printer , ATK

Pencatalan dan pendataanPeringatan:

1. Apabila Dokumen pengajuan LS terlambat maka pembayaran gaji kepada pegawai akan
terhambat

1. Disimpan sebagai dokumen pengajuan LS

KOTA BOGOR

:i?irr:

P

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR



P€ngajuan Belanja Iiidak Langsung (Gaji)

SXPD

aendahara PengeluaEn B(AD Bla

1 B!ndahala peqSelu!lan menSakres data dasrr

Sali PNs dan ao'libsi srM Gajr Talpen.

tuta GajiPNS

2 Eendahara pen€eluann menyeta hka n data

hasildaiSlM ciaji Taspen dan penSajuan

5PP,5Pi/ kepada PPT(untukdiveifikasidan

Be as Pengalran Gaji ya.E

3 ilka pengajuan LS GajiPNstelah le68kap, maka

Bagian (euanSdn menyerahlan kelen8kapa.
pensajurn keoida PP(sKPO lntul diverinkan

Be*ar PenSaliran L5 yanE SPP, SPM LS GajiPNs

PP(sIPD menv.rahk n pensajuan LsGaji PNS

kepadi PenBgvm An$aran untuk

Peigajuan LS Sajiyang terah
dibubuh i palaf (asubba8
(euantan & Sekretarir Dinas

Pensaju$ LS Eajivang

t SetelahsPP, sFM L5 G.jiPNs dnahdatangani
PenBguna AnEdaran mata Pengajuan tS Gaii

PN5 dise6hkan k€pada BXAD melalu i E ' Offic€

se*as Pen8ajuan L5 gaji

6 Berdasarkan drta da Sim Gaji Tarpen

Bendahara peiseluaran membuat daftar
tlansfer 15 ca] PNs untuk dis.mpaikah lepada

Bank Ugsebaaaidaer pembayalan Gaii PNs

se as Pen8ajuan LS gaji

6ajin PNs

7 Bank UAmela(5anakan Pe

melal!i rekenirSsetiap PNs

oaitar Transter Ls GajiPNS



PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

Nomor SOP Sekr-Keuangan-SOP-014

Lintas Fungsi Melaksanakan Administrasi Keuangan Perangkat Oaerah

Aktifitas Lintas Fungsi
Menyiapkaan kelengkapan administrasi penggajian dan
tunjangan ASN lingkup DLH

Tanggal Pembuatan 72 Januati 2022

Tanggal Revisi

Disahkan oleh KEP KUNGAN HIDUP

s.E.,M.M.

1 003

DINAS LINGKUNGAN HIDUP Judul SOP Pengajuan Belanja Tidak Langsung Ounjangan) PNS

Dasar Hukutn Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
tahun 2016 nomor: 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 5887)

2. Peratural Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah

3. Peraturar Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Slandar Akuntansi pemerintahan

4. Permencagri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman teknis pengelolaan Keuangan daerah

5. Peraturar daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan
keuangar daerah

6. Peratura'r Walikota Bogor Nomo 14 Tahun 2014tantang sistem Akuntansi Pemerintahan
Daerah [ota Bogor

1. Memahami tugas dan fungsi Verifikasi Keuangan

2. Memiliki pemahaman tentang akuntansi

3. Mengetahui penggunaan perangkat Komputer

4. Memahami Aplikasi Keuangan yang digunakan

Keterkaitan Perlengkapan dan peralatan

1. Dokumen Penga.iuan;

2 Komputer, Printer , ATK

Peringatan Pencatalan dan pendataan

1 . Apabila )okumen pengajuan LS tunjangan terlambat maka pembayaran tunjangan kepada
pegawa iakan terhambat

1. Disimpan sebagai dokumen pengajuan LS

XOTA BOGOR

: r:

-:7-



Pengdjuan Belani.Tidak Langlung (Tuni.noan) PNs

6endahara P..geluaran AJB

1 Mengajulan berkas pengajuan Tunjansan Pr,ls serkas Pengajuan Iunlanga.

Baslan Keuangan menerima Pensajoan
permohonanpernbay.ranTunlangan PNS Pengaju.n TunJansan PNs

l aendahara penge uaran m€rnbuatSPP Ls Data dasartu.jangan PNs

Bendahara pe.geluaran membuat sPP Ls

Tun)antar dan ft.ye.ahkan kep.da PPTK

untuk di €rlflkac dan dltandatanSani.

Jika p€ngajuan t5IunJantan PNS telah

lendap, maka &sian (eu.n8an menyerahkln

telenlkdpan p€n8aluai kepada PPx S(PD

untukdi v€rlfiiasr d.n dlbuatkan SPM

Belkat PengalLran runlantan
PNS ya.8 telah lelBkap

SPP,SPM L5 Tu.langan

PNS

6 PPx SXPD Feiys.hkrn pengaju3n L5

Iunj.ngan PNt kepada PenSSuna AnBsaran

Pen8a,uan IunjanSan PNS

van8telah dibubuhi paral
Peruajlan LS Eailvang

Setelah spP, sPMLsTunjanSan PN5

ditandatan8ari Pengauna anSSaran maka

Pengajuan t5 6anPNS drse.ahkan k€pada

sKAomelalui i Offlce

a Beda!alkan cita tunj!n8an, B€idahara
PenSeluaran renbuat daft a. tEnsf e. Ls

Tunjangan PNt untuk dls.mprlkan kepada

Banl BJ B seb4ai dasar pembayara.

Tuijanga'1PNs IuiJ.nsanPNS

9 Bank BIB m€l.ksinakan pembaya.an/tEnsrer

melalul reken ng ft ap PNS

Oaf tar TBoder Iunlangan

PNS

I

l:ififf3#'.r,:Hi'-

l



PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

XOTA AOGOR

Nomor SOP

Lintas Fungsi Melaksanakan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Aktifitas Lintas Fungsi
Menyiapkaan kelengkapan administrasi penggajian dan
tunjangan ASN lingkup DLH

Tanggal Pembuatan 72 Janoati 2022

Tanggal Revisi ,1F=:.>-
Disahkan oleh NGKUNGAN HIDUP

DINAS !il'iCiiUi!:j.
HIDUP

s TO, S.E.,M.M.
o

200604 1 003

DINAS LINGKUNGAN HIDUP Judul SOP Pengajuan Uang Pers€diaan (UP)

Dasar Hukum Kualiflkasi pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
tahun 2016 nomor : 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 5E87)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi pemerintahan

4. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman teknis pengelolaan Keuangan daerah

5. Peraturan daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan
keuangan daerah

6 Peratursn Walikota Bogor Nomo'14 Tahun 2014 tantang sistem Akuntansi Pemerintahan
Daerah (ota Bogor

2. Memiliki pemahaman tentang akuntansi

3. Mengetahui penggunaan perangkat Komputer

4. Memahami Aplikasi Keuangan yang digunakan

Keterkaitan Perlengkapan dan peralatan

1. Dokumen Pengajuan;

2. Komputer, Printer , ATK

Peringatan: Pencatatan dan pendataan

1 . Apabila Dokumen pengajuan UP terlambat maka permohonan pembayaran yang diajukan
oleh PPTK akan terhambat

Sekr-Keuangan-SOP-015

1. Disimpan sebagai dokumen pengajuan UP

:i?i?rl

1. Memahami tugas dan fungsi Verifikasi Keuangan



P€nJrJuan U.nB PeRldla.n (UP)

PPX s(PD
Eendahara Penteluara. UB

1 MenSajukan tberlas penSajuan Urng
Pers€dla.i{LJP) dan PPTK

2 Bendahah Pengeluaran menerima
pengajuan LrP darl maslng- masinS PPTK

B€rlasPenEaluan lJPyanS

3 Bendahara PenSeluaran m€meriks.
pengajuan lrP dari PPTK. lika dokumen

belum lent&ap mak. akan dlkembaliken
kepada PPIX d.n jik. dokumen sudah

lengkap maka akan dipror€r lebih lanjut.

l Se*as P€ngajuan !Pv.n8

Bendah.a Fen8eluaran menghltunt jumi

UPyangdiajrkandarimaslngmasingPPr(

Pen&juan UP yanBtelah

dibubuhi paraf (asubbat

Keurngan & S.k.€ta.is Oinas

5 Bendahan r'en8ajukan sPP kepada PPK5xP0

untuk dlverifika!idandisetujui selaniutnya

6 PPKSKPD hrntajuakan sPM kepada PA

Bendaharnren8eltraran mentajukan SPP

dan SPM y{lgielah disetujui kepada BKAD

8 Setelah dlpaiksa oleh B(A0 dan
dis€t ujui,h *a ak: n terbit SP2D da n dicairkan

oeh A,B uhJkmaslkke rekeninS Bendaha6

sPP dan SPM r.n8te ah di 360menit SP2D UPL



PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

Nomor SOP Sekr-Keuangan-SOP-016

Lintas Fungsi Melaksanakan Adminislrasi Keuangan Perangkat Daerah

Aktifitas Lintas Fungsi
Menyiapkaan kelengkapan administrasi penggajian dan tunjangan
ASN lingkup OLH

Tanggal Pembuatan 72 Januati 2022

Tanggal Revisi

Disahkan oleh INGKUNGAN HIDUP

OJNAS TINGKUNOAN

HICUP

o DENNI TO, S.E.,M.M

Q t't G. 1 2 200604 1 003

Judul SOP Pengajuan Standing lnstruction ( Sl )

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara tahun 20'16 nomor : 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor
: 5887)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan
Daerah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi
pGmerintahan

4. Perm€ndagri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman teknis pengelolaan Keuangan
daerah

5. Peraturan d*rah Kota Bogor Nomor'13 Tahun 2007 tentang pokok-pokok
pengelolaan keuangan daerah

6. Peraturan Walikota Bogor Nomo J4 Tahun 2014 tantang sisbm Akuntansi
Pemerintahan Daerah Kota Bogor

1. lremaharnitugas dan fungsi verifikator keuangan

2. [Iemiliki pemahaman tentang akuntansi

3. Mengetahui penggunaan perangkat Komputer

KeteRaitan : Perlengkapan dan peralalan

1. Dokumen Pengajuan;

2 Komputer, Printer, ATK

Perinoatan

1. Apabila Dokumen pengajuan Sl terlambat maka pembayaran kepada rekanan
akan lerhambat

1. Disimpan sebagai dokumen pengajuan Sl

XOTA EO6OR

r.I

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Pencatatan dan pendataan :



Pengajuan Standing lnstruction ( Sl )

PPIK
PPI( s(PD

(adls(Pentauna
Aendahara Pent€luaran

t Mengnjulcn beikas PenSaiuan Standlng hitruction { Sl

)da.lPPf(
Be*as pengajuan 5l

2 Bagian Keuantao menerima pengajuan 5l beserta

SPI kegi8tan yanSakan dlbayarkan dariPPTK

Berkas penSaj0an 5

:l Bagian KeuanSan memverlf lkasl kelengkapan
pen8ajuan sl

Berlas pengajuan 5l

Jlka pellgajuan Sl terdapat kekurangan / tldak
lengkep maka berkas akan dikembalikan kepada

PPTK

I Jika penSajuan Sl telah lenSkap, mak. Baglan

Keuangrn menyerahkan kelengkapan pengajuan

kepada PPK SKPD untukdiveriflkasidan dlparaf

Berkas p€ngaluan Sl yans 30 menlt Berkas pengajuan 5l

6 PPK S(fD menyerahkan penSaiuan Sl kepada

Pengtuia An8Saran untuk mendapatkan
persetu uan pembaYaran,

B€*as p€nsajuan Slyais
lenSk.p

30 menlt Berkas pengaiuan 5r

7 Setelahmendapatkan persetujuan Pengguna

Angga n maka Pengajuai Sl dlserahkan kepada

8€nda lara Pengeluaran untuk diiakukan proses

pemba aran /transfer

8€rkar pensajuan 5lyan8

lenSkap

60 menir

l

30 menit



PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

Nomor SOP Sekr-Keua nga n-SOP-017

Lintas Fungsi Melaksanakan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Aktifitas Lintas Fungsi
Menyiapkaan kelengkapan administrasi penggajian dan
tunjangan ASN lingkup DLH

Tanggal Pembuatan L2 )anuari2022

Tanggal Revisi

Disahkan oleh HIDUP

OINAS LINGKU*

6 DENNI s.E.,M.M.

200604 1 003

DINAS LINGKUNGAN HIDUP Judul SOP
Pem buatan-ffiF@ifat Ketetapan Retrl buel Daerah )
Pelayanan Persampahan

Dasar Hukum
1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

tahun 2016 nomor : 1 1 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 5887)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 201 9 tentang Pengelola Keuangan Daerah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi pemerintahan

4. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman teknis pengelolaan Keuangan daerah

5. Peraturan daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan
keuangan daerah

6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

7. Peraturan Walikota Bogor Nomo 14 Tahun 2014 tentang sistem Akuntansi Pemerintahan
Daerah Kota Bogor

1. Memahami tugas dan fungsi verifikator keuangan

2. Memiliki pemahaman tentang akuntansi

3, Mengetahui penggunaan perangkat Komputer

Keterkaitan Perlengkapan dan peralatan

1. Kuitansi tanda pembayaran retribusi pelayanan persampahan;

2. Komputer, Printer, ATK

Peringatan PencataEn dan pendataan

1. Jika Pengajuan pembuatan SKRD terlambat,maka target pendapatan retribusi akan
terhambat

1. Disimpan sebagai dokumen SKRD

Ruang Lingkup

1 . Berlaku pada saat Pembuatan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) Pelayanan
Persampahan

KOTA BOGOR

-:ilrir:



P.mhu.tan sXRo (S!r.l l(.t€llp.n R.t ibusi O.edh) Pohy.nan P.6.mp.hd

1 8rdan8 PeR.mpah.n t,re.galtk.n Kwh8rul

P.mbayrr.. untuk wajlb Serlbosl k.tada 8ed.h.h

Bendahara Penenmaan memveritkasi Kwiransi,

3 B€ndahara Penerimaan Membuat SKnDdalam
Aplikas wEaR, untuk dlverifikasi dan di

tandatantanioleh (epala 5ub. saSian Keua.ganj

Kultans pembay.r.n V.ng

SKRD dlre.ahkan keoada wajib retrlbusl u.tuk
dilakukan p€mbarlran.

Setelah Pedbayrran oleh Wajib Retdbusi,

Bendahara Peierlmaan mencat.t di 8(U (B!ku

xarU.num) padaAplriali (eoan8rnsebasai bahan

Bul(i P$y.to6n at.r IKRD

Bendaha.a penedmaan melatenakai Rekonsiliasi

pendaF€tan retriburi berema B(AD

PPK s(Po m€mbuat Berlta Acara Pen€rimaan

RevibLrsl Pelayanan Per$mpahan Setiap Bulan

rer€lah Sekonsiljasr densEn Badan rclan8an
Oaerahdan a5etlBKAD)

3 P.ngesrhan sPl F€nerimaan Retrlbusi Pelayanan

Persar.pahan oeh Pen8alna an8garan,

P

5



PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

_ltttt'

Nomor SOP Sekr-Renlap-SOP-018

Lintas Fungsi
Melaksanakan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Aktifitas Lintas Fungsi Melaksanakan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tanggal Pembuatan 12 Januati 2022

Tanggal Revisi

Disahkan oleh NGKUNGAN HIDUP

o
omAS UIvGX

H

o DENNI , S.E.,M.M,

o Nt?. I 200604 1 003

DINAS LINGKUNGAN HIDUP Judul SOP Ponyusunan LAKIP DLH

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor : 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
tahun 20l6 nomor: 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 5887)

2. Peraturan Daaerah Kota Bogor Nomor:9 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah

3. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor : 1 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan
Pengelolran Lingkungan Hidup

4. Peraturar Daerah Kota Bogor Nomor '. 42Tahun 2020lentang Kedudukan, Susunan
Organis€si, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

5. Peraturan Walikota Nomor: 107 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata
Keqa JaDatan Struktural di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup

1. [/emiliki pemahaman m6ngenai Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah
(LAKIP)i

2. [/'lemahami Kebijakan Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja DLH;

3. [/emiliki kemampuan mengevaluasi Akuntabilitas Kinerja DLH;

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP RE{JA;

2, SOP RE{STRA,

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Apabila lokumen penetapan kinerja SKPD tidak ada maka evaluasi tidak dapat dilakukan;

KOTA BOGOR

1. lnstrumen Perencanaan;

2. Pedoman Penyusunan LAKIPi

3. Komputer dengan aplikasi Ms Office.

1. Dokumen Data-data LAKIP.



Prosedur Penyusunan LAKIP DLH

Keglatan Kst
Kopala Dinas

Sekrotads (Tlm
Bidang IL Bidanr PPLXPI

Bldang Bidang
UPTO TPA JFU Kolengkapan Output

1 Aranan Penyusurl8n LAKIP OLH l iam Disposisi

2 Pembuatall SK rim Psnwsurun LAKIP DLH
t_

Drafl SK 2 ja",] SK

3
Penandalanganan SK Tim Peny$unan LAXIP
DLH

I SK 1 jam SX

Porlemuan Tih Ponyusumn LAKIP DLH
I ---l Dets - dela 1turi Bahan-bahao

5 Penywunan IAKIP DLH
8ah.n-bahan

p6nyBUnan LAKIP
3 hari

Drafr Dokumgn

6 Perumusan dlafl awel -l t had
D.afl Ooktimen

7 Penyampaian drn pembahagan drafr awal 86fr Dokumen awal th8d

I Penyempumaai (perbaikan-p€rbaikan) Orett Ookumen akhir 5jam

I Penyampaian LAXIP untuk dilandalangani

T|drkf
I

Dokumen akhir l jam

10 Penandalaagaran LAXIP
I ookumen 1 ism

11
Meneruskan Ddumen ke Pejebal Fun$ional
Umum unluk dlaodekan

L Dokumen 2 ja.r,

'12 Mengi mkan bkum6n Dokumen t hari EuktiPengiriman

13 Mengarsipkan )okumen 1 iam Bskli Pengarsipan

?

t+

v



Nomor SOP Sekr-Renlap-SOP-019

Lintas Fungsi
Melaksanakan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Aktifitas Lintas Fungsi lvlelaksanakan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

12 Janua(i 2022Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Disahkan oleh NGAN HIDUP

UP

&o

orNA$ U

s.E.,M.M

1 003

:llllr:

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

Judul SOP J dan LPPD DLHF-#ffiPDINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kualifikasi pelaksanaDasar Hukum

1. MemilikipemahamanmengenaiLaporanKeteranganPertanggungjawaban
(LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD);

2. Memahami Kebijakan Penyelenggaraan Pemeintah Oaerah;

3. MemilikikemampuanmengevaluasiPenyelenggaraanPemerintahDaerah:

Peraturan Pemerintah Nomor: 18 tahun 20'16 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
tahun 2016 nomor : 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 5E87)

2. Perrturan Daaerah Kota Bogor Nomor: 9 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah

3. Peraturan Daorah Kota Bogor Nomor: 1 Tahun 20'14 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

4. PeEturan Daerah Kota Bogor Nomor:42 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan
Orsanisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

5. Peraturan Walikota Nomor: 107 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kena Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup

6 Pelaturan Daerah Kota Bogor Nomor: 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jargka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024

1

Peralatan/perlengkapanKeterkaital

1. lnstrumenPerencanaani

2. Pedoman Penyusunan LKPJ,LPPD, EPPD;

3. Komputer dengan aplikasi Ms Office

1. Se RENJA|

2. SG RENSTRA;

3. SCP LAKIP.

Pencatatan dan pendataanPeringatar

1. Aprbila dokumen capaian kinerja anggaran belanja dan realisasi anggaran tidak ada maka
evtluasi, penyusunan tidak dapat dilakukan;

2. Aplbila dokumen capaian program/kegiatan DLH tidak ada maka evaluasi, penyusunan tidak
da rat dilakukan:

1. Dokumen Data-data LKPJ, LPPD, EPPD

KOTA BOGOR



Prosedur Penyusunan LKPJ DLH

Uutu Batu

Bidang TL
BidEng Bidtn9 output

1 AT6han P€nyuslnan LKPJ dai LPPO DLH

2
Pembuatan SKTim P€nyusunan LKPJ dan
LPPD OLH

Orafl SK 2 ja'n'

3
PsnandatsngaianSK Tim P6nyusunan LKPJ
dan LPPD OLH

SK 1 lam SK

P€rt€muan Tirn P€nyusuflan LKPJ dan LPPD
DLH

I Eahan-bahan

5 P€nyrsunan LKPJ dan LPPD OLH

.t-

Behan-bahan 3jam
Drafl Dokum€n

6 Parunusan drafl aral ---l
3jam

8 P€nyempumaan (p€rbaik3n-p€.beikan)

9
Ponyampaian LXPJ dan LPPD untuk
dnandatangani r J l jam

10 P€nandalanganan LKPJ dan LPPD 1 jam

11
Meneruskan Ootum€n l(a P€jabal Fungsionsl
Um'rm untuk digandskan

t_ 2 )an

12
Mongirimkan odQmen ke BegEn Tepem
Sstdakol Bogor

13 I'renqarsipkan Cokumen Bukti Pensa16ipalr

SK

+

l""nr"rc",rn 
o"n r".o"nssan dreir awat

? ,"J

+



Nomor SOP Sekr-Renlap-SOP-020

Lintas Fungsi
Melaksanakan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Aktifitas Lintas Fungsi Melaksanakan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tanggal Pembuatan 12 Januati 2022

Tanggal Revisi

Disahkan oleh GKUNGAN HIDUP

DINAS LINGK

OENNI WI

DI

o
O1 964tbl

s.E.,M.M.

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

Pengumpulan Data Kinerja DLHJudul SOPDINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kualifikasi pelaksanaDasar Hukum

1. M€miliki pemahaman mangenai data-data hasil Kinerja DLHi

2. Memahami Kebijakan Pengumpulan Data Kinerja DLH;

3. Memiliki kemampuan mengevaluasi Data-data Kinerja DLH;

1. Peraturan Pemerintah Nomor : 18 tahun 2016 tentang Psrangkat Daerah (Lembaran Negara
tahun 2016 nomor : 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 5887)

2. Peraturan Daaerah Kota Bogor Nomor: 9 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah

4. Peraluran Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi,'Iugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Oaerah

5. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi,
serta Tata Kerja Jabatan Shuktural di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor

1 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan3. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peralatan/perlengkapan

1. lnstrumen Perencanaani

2. Pedoman Pengumpulan Data Kinorja;

3. Komputer dengan aplikasi Ms Office.

1. SOP IAKIP:

2 SOP RENJA

Pencatatan dan pendataanPeringat n

1. ApEAila dokumen penetapan kinerja SKPD tidak ada maka evaluasi tidak dapat dilakukan; 'l. Data-data Kinerja DLH

ou

200604 'l 003

KOTA BOGOR

:i?iirl

Keterkailan



Prosedur Pengumpulan Data Kineria DLH

1 Arah6. dsam Pengumpulan Osta K nerj€ OLH

2 Pembualan SK Tim PongunpulData K n€ta
OLH

Drat SK si(

3 Psnandalangsna. SK Tim Pangump'rlsn Oata
rcnorl8 DLH

SK SK

Pcrlsm'ran Tim PenluhpllOais Kn€da OLH -t
P6n9umpuran ortE Data Kin.i. DLH dai Bidang
bidang

HEsil Psngumpulan Oata Kin.ia untuk
dirum$kai menjadl dran awal

T P6nyampa6n dan pamb€h$.n dralt e.l

3 P.nyompumaan dab-dala kinorta uituk
dimaflrl€. ko Dokumen Polonclnran

P6iyamptErl d€la-dda kreia DLH k6 Kopsla r
lo P6.€.datan9a.an oaia Kingla

11
ir.n6ru3kan Ookunbn k6 Polabat Fun$iona
Umum lnluk dE8.6tan L

12 Mgngi mka. Dokufio.

13 Menga.spkan Dokmen

+

9

+
-_l_



Nomor SOP Sekr-Renlap-SOP-021

Melaksanak8n K€giatan Percncanaan, P6nganggaran dan
Evaluasi Kinerja P€rangkal Oaersh

Linlas FLrngsi

Aktifitas Lintas Fungsi
Iueleksanakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan
CapEien Kinerje dan Evaluasi Kineda DLH

Tanggal Pembuatan 12 Janutti 2022

Tanggal Revisi ,zZ.urtslItraN
Oisahkan oleh DrNAs LTNGKUttGAN HrDUP

GAN i

,TE

003N

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

OINAS LINGKUNGAN HIDUP PENGUKURAN KINER*,9$UELITGKUNGAN HIOUPJudulSOP

Kualifikasi pelaksanaDasar Hukum
'1. Undang-undang No 25 Tehun 2004lentang SEt€m Porenc€naan Pombangunan Nagional. (lombaran Nogara

R€publik lndonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran N€gara R€publik lndon€6ie Nomor 4421)

2. Peraturen Peherlntah Nomor I Tahun 2008 Tenliang Tahapan, Tatacara P6nyusunan, P6ng€ndali6n, Dan
EvaluaSi Pelaksanaan R€ncane Pembengunan Deerah

3. Poartu€n MenGn Pendayaounaan Aparelur N€!9la dan Rofoma3i Birokresi 29 tahun 2010 Pedoman
Penyuaunen Penrtsan Kinorja dan P€lsporen Akuntabilit$ Kin€ia lnstansa P€h€rinteh

4. Peraturan luenteri Delam N6g€ri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pel6ksanaan P€ratu6n Pemerinl,ah Nomor
I Tahun 2008 T€nlang Tehapan, Tatecara Penyusunan, Pongandalien, Dan Evaluasi Pelekaenaan
Renc€na Pembanguoan Da€rah

5. Keputu3an M€ntai Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tehun 2020 tentang Hesil V6ririkasi den VelidBsi
Pomutakharan KlaSifikari, Kod€fik63i dan Nomenklalur Pg€nc€rEan P€mbangunen den Keuengen
Daereh

6. P€raturen WaU KotE Bogor Nomor 17 Tahun 2021 Tentang K6dudukrn, Susunan O€ani3a8i, Tuoas Dan
Fungsi, S6ft Tela Ke4a Perengket Oa€reh

7. Peratulen Wali Kote gogor Nomor 55 Tahun 20201 T€ntang Uraian Tugas Dan Fungsi, Serla Tat3 K64a
Jabalan Struklural di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor

1. Memahami pel6luran perundangen yang te ait

2. I\remahami Basaran dan capaian program

3. Ivengetahui luge6 pokok den fungsi s6ne uraian tugas lnspektorat

4. Memahami Rencana Pembangunan J6ngke M€ngngah (RPJM) P6m6rinlah deerah
Eecere k63€luruhan dan ponjabaannya molalui RENSTRA OPD

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. P€ratJr€n p€rundeng-undlngen yeng barlaku dan te eitdongan SAKIP

2. Dab dan info.mari yang t€lloit dang6n p.leksanaan progEm

3. Alelirlir kentor

4. Kompute./laptop

5. Printer

6. Prog.am K€da

1, SOP LAKIP

Penngatan Pencalatan dan pendataan

1. Apabila pengumpulan data kjnerja tidak tebelesaikan dengan baik dan benar, maka kegiaten pelaporan akan
terhambat

1. Dokumen-Dokumon P€rancanaan dan Pelapo.an



Prosedur Pengukuran Kineria DLH

No.

Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganKepala Dinas Sekretaris
Sek. Tim Sakip

Anggota
Tim Sakip

Kelengkapan Waktu Output

1 Memerintahkan p6nyusunan pengukuran Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup

----

Lembar disposisi 15 menit DiBposisi pimpinan

2. Membuat format pengumpulan data dan
informasi pengukuran kinerja dari masing-
masing bidang dan sekretariat r- Form Pengukuran

Kinerja
l jam Draf Pengukuran

Kinerja

3. Menyampaikan format pengumpulan data dan
informesi pengukuran kinerja kepada masing-
masing bidang dan sekretariat

Y

-I Form Pengukuran
Kinerja

25 Menit Draf Masukan dan
Arahan

4 Mengundang kepala Dinas Lingkungan Hidup
dan pejabat terkait untuk repat pembahasan
pengukuran kinerja

Undangan Rapat 30 Menit Undangan Rapat

5. MelakEanakan rapat pembahasan pengukuran
kinerja

+--I +I Draf Pengukuran
Kinerja

2 jam Draf Pengukuran
Kinerja SOP Pelakganaan

Rapat

6. Menghimpun lormat data dan informasi
pengukuran kinerja masing-masing bidang dan
sekretariat

VI--- Draf Dokumen
Pengukuran
Kinerja

2 Jam Dmf Dokumen
Pengukuran
Kinerja

7 Kabid Menghimpun dan memvalidaei
data kinerja -*

Draf Dokumen
Pengukuran
Kinerja

4 jam Draf Dokumen
Pengukuran
Kinerja

L Menyampaikan data kinerja kepada Kasubbag
Perencanaan dan Pelaporan t--- ----

Draf Dokumen
Pengukuran
Kinerja

40 menit Draf Dokumen
Pengukuran
Kinerja

I Kepala Dlnas mengoreksi Dokumen
Pengukuran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup + Dokumen

Pengukuran
Kineria

l jam Dokumen
Pengukuran
Kineria

10 Sekretaris menyampaikan Dokumen
Pengukuran Kinerja Kepada Kepala
Dinas untuk meminta persetuiuan

I II
i

Dokumen
Pengukuran
Kinerja

l jam Dokumen
Pengukuran
Kinerja

11 Penandatanganan Dokumen Pengukuran
Kinerja oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup I*t=_

Dokumen
Pengukuran
Kinerja

2lam Dokumen
Pengukuran
Kinerja

12 Pembuatan surat pengantar pengiriman
den penomoran surat

- I

Dokumen
Pengukuran
Kinerja

t hari Dokumen
Pengukuran
Kinerja

13 Penggandaan Dokumen Pengukuran
Kinerja r

I

Dokumen
Pengukuran
Kinerja

l jam Dokumen
Pengukuran
Kinerja

14 Pengarsipan Dokumen Pengukuran
Kineia I Dokumen

Pengukuran

Kinerja

l jam Dokumen
Pengukuran
Kinerja

r--

I
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}<OTA BOGOR

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

Nomor SOP Sekr-Renlap-SOP-022

Lintas Fungsi
Melaksanakan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Aktifitas Lintas Fungsi Menyusun Dokumen Perencanaan

Tanggal Pembuatan 12 Januari 2022

Tanggal Revisi -#-5ffi\\
oleh HIDUP

OIHAS*
DENNI

s
1 003

DINAS LINGKUNGAN HIDUP Judul SOP "+i*qdilrtgr#f;ENJA DLH

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor : 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara tahun 2016 nomor : 1 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 5887)

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 201 7 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

3. Peraturan Daaerah Kota Bogor Nomor : 9 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah

4. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor : 1 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

5. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

6. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor

1. Memiliki Pemahaman tentang RPJMD Kota Bogor;

2. Memiliki Pemahaman mengenai RENJA DLH

3. Memahami Kebijakan RENJA DLH

4. Memiliki Kemampuan Merencanakan Program/Kegiatan

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP RENSTRA. 1, lnstrumen Perencanaan;

2. Pedoman Penyusunan Renstra;

3. Komputer dengan aplikasi Ms Oflice.

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Penyusunan RENJA DLH wajib mengacu pada RENSTRA DLH Kota Bogor 2Q'19-2Q24
karena RENJA merupakan penjabaran daripada RENSTRA.

1. Dokumen Data-data RENJA



Prosedur Penxrusunan RENJA DLH
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3 PemndaE&anar SK Tim Psnyusunan RENJA
DLH I SX SK

Ponamusniim P6nyu6unan RENJA DLH t_ -t Penduk!ne RENJA

PenyusLrnsiRENJA DLH 2 iafi

6

__l
1 Penyampaii dan pembehasan drafr aral

8 Peny€mpu$aan (p€rbeilan-perta ka.)

9
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10 Penandatarlanan ookumen RENJA I

11
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PslEncana t'nul( db€ndakan
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2 ia.r,

12 lvlengrnmka Dokumen

13 MengaEipkn Dokumen
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PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

Nomor SOP Sekr-Renlap-SOP-023

Lintas Fungsi
Melaksanakan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Aktifitas Lintas Fungsi Menyusun Dokumen Perencanaan

Tanggal Pembualan 12 Januari 2022

Tanggal Revisi ;loXrrtUf 4
Disahkan oleh KEPALA HIDUP

q)
is{!;

o.

* DlltA5

DENNI s.E.,M.M
o

1 003

DINAS LINGKUNGAN HIDUP Judul SOP
'."t:*grffi 

RENSTRA DLH

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1 . Peraturan Pemerinlah Nomor : 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
tahun 2016 nomor : 't 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 5887)

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

3 Peraturan Daaerah Kota Bogor Nomor: I Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah

4. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor: 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

6. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, fugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

7. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor

1. Memiliki Pemahaman tentang RPJMD Kota Bogor;

2. Memahami Kebijakan RENSTRA DLH

3. Memiliki Kemampuan Merencanakan Program/Kegiatan

Keterkaitan Peralatan/perlen gkapan

1 SOP RENJA;

2. SOP LKPJ;

3. SOP Laporan Tahunan;

4. SOP LAKIP.

1. lnstrumenPerencanaan;

2. Pedoman Penyusunan Renstra;

3. Komputer dengan aplikasi Ms Office.

Peringatan Peneatatan dan pendataan

1
Penyusunan Renstra DLH wajib mengacu pada RPJMD Kota Bogor Tahun 201 9-2024 karena
Renstra merupakan penjabaran daripada RPJMD.

KOTA BOGOR

---il il t:

E

1. Dokumen Data-data RENSTRA



Prosedur Plenyusunan RENSTRA DLH
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PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

KOTA BOGOR

-:ililr:
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Nomor SOP Sekr-Renlap-SOP-A24

Lintas Fungsi
Melaksanakan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Aktifitas Lintas Fungsi Menyusun Dokumen Perencanaan

Tanggal Pembuatan 12 Januari2022

Tanggal Revisi

Disahkan oleh NGAN HIDUP

0lilAS LlNGKUNG*

,s s.E.,M.M

200604 1 003

DINAS LINGKUNGAN HIDUP Judul SOP Pengajuan Penyusunan RKA-DPA

Dasar Hukum Kualiflkasi pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
tahun 2016 nomor: 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 5887)

2. Peraturen Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,
Validasi dan inventarisasi Pemutkhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Keunagan Daerah

4. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman teknis pengelolaan Keuangan daerah

5. Peraturan daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan
keuangan daerah

1. Memiliki Pemahaman tentang Renstra DLH Kota Bogor;

2. Memiliki Pemahaman mengenai RENJA DLH

3. Mengetahui penggunaan perangkat Komputer

4. Memahami Aplikasi SIPD

Keterkaitan Perlengkapan dan peralatan

1. Dokumen Pengajuan;

2. Komputer, Printer, ATK

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Apabila Dokumen pengajuan Penyusunan RKA-DPA 1. Disimpan sebagaidokumen pengajuan Penyusunan RKA-DPA



PengaJuan Penyusunan RKA-DPA

No. Keglatan

PETAIGANA Mutu Baku

KetBagian

Umum/Arsip
Kepala Dinas

{PengBuna Anggaranl
Sekretaris Dinas

Sekretariat,

Bidang-bidang
dan UPTD

Bagian

Petencanaan

dann Pelaporan
SIPD Kelengkapan Waktu Output

1 Surat Edaran dari Sekretariat Daerah Kota

Bogor terkait Penyusunan RKA/DPA SKPD

Edaran 10 menit Surat Edaran

2 Kepala Dinas Mendisposisi Surat Edaran Surat Edaran 5 menit Proses dan Tindak
Lanjut

Kepala Dinas Mendisposisi Surat Edaran Surat Edaran 5 menit Proses dan Tindak

Lanjut

4 Sekretariat dan Bidang-bidang menerima

surat Disposisi
Disposisi Surat 20 menit Disposisl Surat

5 Koordinasi dengan Bagian Perencanaan dan

Pelaporan terkait anggaran dan Penginputan
RKA/DPA

Bahan penginputan RKA"DPA 30 menit Draft RKA-DPA

6 Penginputan anggeran RKA-DPA SKPD he SIPD Dokumen RKA-DPA DLH 10 menit Dokumen RKA-DPA

DI.H
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